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iRATA pENGAmAR

Finji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha B~sa, yang telah
nemberikan    berkat   dan   KasihNya   sehingga   Tim    Penyusun   dapat
menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mimika   tentang   "SUBSIDI   TENSPORTASI   WIIAYAII   PESISIR   DArn
PE®UrmGAN"     dengan    balk.     Tim    Penyusun     Naskah    Akademik
mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati Mimika,  Kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten  Mimika,  dan  Perangkat  Daerah,  serta  berbagai  pihak  yang
tidak  dapat  hami  sebutkan  satu  perBa.tu  atas  terselesaikalmya  Naskah
Akademik  ini.  Naskah  Akademik  merupakan  salah  sa.tu  syarat  formil

)

dafam  penyusunan  Rancangan  Peraftyran  Daerah yang mengkaji  sejauh
rriana    kebutuhan    Peraquran    Daerah    untuk    mewujudkan    aspira\.si

8

lap.aeyarakat  dan  mampu  menye)esaikan.  persoalan  yang ' dihadapi  oleh
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mimika  bidang  trasportasi  di  wilayah
terpincil bagi masyarakat.

Naskah  Akad€mik  adalah  naskah  hasil  penelitian  atau  pengkajian
hukum dan basil penentian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang
dapat 'dipertanggunedawabkari secara ilmiah mengenal pengaturan masalah
tersebut  dala|n  suatu  Rancangan  Uiidang-Undang,  Rancangan  Peraturan
Daerah  Ptovinsi,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  sebagai
solusi   terhadap   pemasalahan   dan   kebutuhan   hukum   masyarakat.
Keberadaan  Naskah  Akademik  memilild  nilai  yang  sangat  penting  dan
strateris  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang haik,
karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nnai-nilal yang
ada  di . masyarakat,  sehingga  besar  kemungkinan  peraturan  perundang-
un9angan yang dibuat berdasarkan  Naskah Akademik akan  diterima oleh
masyarakat.
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Demikian  yang  bisa  kami  sampaikan,  semoga  Naskah  Akademik  ini
dapat menjadi pedoman  dala]n penyusunari  Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten   Mimika  tent.ang   Subsidi   Angkutan   Air   dan   Udara  Wil6iyah

rfeifencil    ,dan   clapat   menambah   linazanah    ilmu    pengetahaan   den
memberikan manfaat nyata untuk masy8.rakat.

Timika,    Oktober 2024

Tim Penyusun
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A. Latar Behatry

BABI

PBNDJUEIULUAN

Pasal  18  Undamg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945
?    (UUD   NRI   1945)   telah   memberikan   hak   dan   kewenangan   kepada

Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan sendin. Hal
ini   merupakan   implementaei   dari   8endi   kerakyatan   dalam   Negara
kecatuan yang kemudian diartikan sebagal Otonomi Daerah, yakni hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan Otonomi
D¥rch,  tanggung 'jawab  kowenangan  penyelenggaraan  penibengianan
nd'ak hanya terletak pada Pemerintah Pusat, melalnkan juga Pemerintah
Daerah sebagal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Transportasi    memilihi    peran     strategis         dalaln         proses

pembangunan,   yang   tidak hanya   dapat   mendorong   pembangunan
daerah,    tetapi   juga   mendukung   pembangunan   ekonomi naalonal.
Menurut Abbas  Salim dalam bukunya Manajemen Transportasi  (2002)

pembangurran ekonQmi   membutuhlrm jasa angfutan yang cuhap Berfe
memadal,  tanpa  adanya  transportasi  sebagai  sararia  penunjang  tidak
dapat diharapkan tercapainya hasil   yang   memuashan   dalam   uaaha

pengembangan   ekonomi   dari   suatu   Negara.   Terlepas   dari   tin8kat
perkembangan      ekonond   masing-masing   negara,   dalam   menyusun
sistem  transportasi  atau  menentukan  kehijakan  transportasi  dengan
lingkup  nasional,  perlu  ditentukan  terlebih  dahulu  tujuan yang ingin
dicapai   dan   sistem   pelayaaan   transpQrtasi   apa   yang   dibutwhhan

'`dalan  transportasi negara tersebut.

Berdasarkan  Undang-Undang   Nomor  22    Tahun    2009  tentaqg
•1

Lalu   LintaLs  dart An8kutan Jalan  dtsebutkan  bahwa  lalu   lintas  dan

apidnltln   jalan   sebagai   baSan   dari   sistem transportasi   nasional
harus   qikemban8kan   poterisi   dan   perannya   untuk   mewujudkan

PF
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keamanan,   keselaLmatan,   ketertiban,   dan   kelancaran   berlalu   lintas
dan  angkutan  jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
dan pembangunan wilayah.

Berdasarkan Pasal  12  ayat. (2)  huruf i Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perhubungan Urusan
Pemerintahan  Wajib  yang,  tidak  berkaltan  den€an  Pelayanan  Dasar.
Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas
dan telekomonikasi  (seperti jalan,  pelayaran,  penerbangan,  pos)1.  Jenis

perhubungan  dapat  dibedakan  berdasarkan  media  yang  digunakan,
yaitu: Transportasi darat, Transportasi laut, Transportasi udara.
1          S6cara  etimologis,  transportasi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaltu

fransporfo,re, frons berarti seberang atau sebelah lain; dan portore berarti
mchgangkut  atau  nembawa.  Dengan  demikian,  traasporfasi  berarti
mengangkut atau  membawa  sesuatu  ke  sebelah  lain  atau  dari  suatu
t'empat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transporta5i merupakan

jasa yang diberikan,  guna menolong orang atau  barang untuk dibawa
`dari suatu tempat ke tempat lain lainnya.  Sehingga transportasi dapat

t   didefenisihan  sebagal usaha dan kegiatan mengan8kut ?tau  membavya
barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.2

1stflah  apengangkutan»  berasal  dari  kata  "angivt"  yang  berarti
"mengangkut dan membawa",  sedangkan istilah "pengangkutan" dapat

)

dinrtikan    seb€igal    "pembawaan    barang-barang `  atau    orang-orang

i:&SF:::Pctanoucti¥::uahmtpe:#jNfanpu::iutr:P±m=niaa=ngiafh£:
i

dengan    pengivm.    dimana    pengangkut    mengikatkan    diri    untuk
n}?nyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari  suatu

I https://id.wiktionary.ong/wiki/perhubungan, diakes pada tanggal 14 0ktober 2024, Jam
og.43 un.
2 Sigit Sa.pto Nugroho, S.H., M.Hum., Hilman Syahrial Haq, S.H., L.LM., Hukum
Pengan8futan Indonesia `Kajian Perlindungan Hukum Terhedap Penumpang Transportasi
Udain', Pustalca ntizam, Solo, 2019, Elm 7.

2
i



L.

.E

•E

n

I

E

I
n

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pentirim
menSkatkan   diri   untuk   membayar   uang   angkutan".   Selanjutnya
Abduucadir  Muhammad  menguralkan  istilah  "pengangivtan"  dengan
`mengatakan  bahwa  pengangivLutan.  meliputi  tiga  dimensi  pokok  yaifu..
"pengan8kutan    sebagai    usaha    (bus{ness);    pengan8kutan    sebagai

peljanjian (agrieemenq; dan pengangkutan sebagai proses (process)".
I       Ftrngsi  transportasi  adalah  untuk  mengangkut  penumpang  dan

'.;barang dari satu tempat ke tempar lainnya. Kebutuhamakan angkutan

penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang : toersond phae
utd{ty).  Peranan  transportasi  tidak.  hanya  untuk  melancarkan  barang
.atau   mQbhitas   manuaia.   Tranaporl:asi  juga   membantu   tercapainya

pengalokasian  sumber-sumber  ekonomi  secara  optimal.  Transportasi
b®irungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promoting secton

:anir::lei:I:ocaha(stLTpesrean¥=)e::ri::tpuejrukeanmi:ian=k:=°::
untuk mencapai tujuan. Sementara itu, keriatan masyarakat sehari-hari
bersangivt paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi
kebutuhan yang beraneha.3

Transportasi  merupakan  hubungan  yang  sangac`. erat  dengan
kebutuhan  hidup  masyarakat yang  berhubungan  denga  perpindahan
orang  dan  barang,  keteriangkauan  dari  lokasi  kegiatan  dan  lokasi

permukiman  maeyarakat,   penyediaan  barang-barang  dan  pelayanan
untuk  dikonsumsi.  Salah  satu  moda  transportasi  yang  penting yaitu
moda transportasi sungai/laut.  Moda transportasi sungai/1aut saat ini
diapggap  sehagai bagian  dare jalan raya,  karen  masuk, dalam hategori'pengembangan  anglmtan   sungai/laut  dan   penyebrangan.   Angkutan

sungai/laut menjadi transportasi utana maupun  altematif yang lebin
murah    bagi    masyarakat    serta    dunia    usaha.    0leh    sebab    itu,

I

8 S.Lkarman Aksa, Palulus Raga, nham Yahya :`-Manajemen Transportasi Daerah Tcrtinggal,
Penerbit ov. Eureka.Media Aksara, Pubalingga, 2010, Hlm. 20.                  ,L

3
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pengembangan   transportasi   disuafu   wilayah   merupakan   hal   yang
penting untuk dilakukan khususnya di wila.yah 3T (terdepan, terpencil
dan tertinggal).

Kabupaten  Mimiha merupakan salah  ag[tu kabupaten di Provinsi
Papua  Tengah,   Kabupaten  yang  mulai  berkembang,   namun  seperti
wilayah-wilayah  lain  di  daerah  Timur  Indonesia  pembangunan  belum
merata   sehingga   menyebabkan   kesenjangan   antara   perkotaan   dan
daerah  pedalaman  sangat  terasa.  Sarana  dan  prasarana  transportasi
menjadi  salah  satu  pemasalahan.  ,Jalu].  qarat yang  kurang  memadai
menyebabkan arus distribusi barang terganggu. Jalur alr' menjadi salah
satu  pilihan  utama,.  Namun  jumhah  transpoctnd  .ajr  sanga.t  terbatas
sehingga  harga  kebutuhan  pokok  mengalami  ketimpangan  di  daerah

pet.kotaan dan daerah pedalaman.  Kabupaten Mimika memilild banyak
sungai  yang  berpoten,si  untuk  dijadikan  sarana  transportast  untuk
men8hubun8kan distrik satu dengan distrik lain dan mencapai daerah

pqqalaman.  Ka.bupaten  Mimika  salah  satu  wilayah  3T  yarig  memilild
karakteristik  wilayah  yaitu   bentangan   sungal  yang   culmp   banyak
dengan  wtlayah perkampun8an den wilayah pedesaan bernda disekitar
sungai.   Kondisi  jalan  di  wilayah  Mimika  hanya  tersebar  di  wilayah

` perkotaan dan tidak menyatu serta tidak terkonektivitas dengan wilayah
lainnya.   Sehingga  perlunya  perencanaan  tran§portasi  altematif  dan
utama  bagi  perangkutan  orang  dan  barang  dari  ibukota  ke  daer:h

'.

perkanapungan atau p?rdesaari.4
Kabupaten   Mimika   mempunyal   topografi  yang   len8]rap   yalmi

I   I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ,.

dimulai  dari  dataran  tinggi  Pegunungan  Jayawijaya  hingga  dataran

#=ch:bpeu:1::nee::=:d:peant¥ad::s=8;=nggmi=¥proa:
di` dataran  tinggi,  yaitu  Distrik  Tembagapura,  Distrik  Agimuga,  dan

4 Arief Hidayah, mjriah, Noni Olstf ana Setiowati, : Kelayakan Jaringan Transportasi Sungai
Kabupaten Mimika, Journal of Urban Planning Studies, 2023.
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Distrik  Jila..   Sebadan   besar  wilayal   pegunungan   hanya   dapat   di

jangkau dengan transpo)tasi udara.
Transportasi  Laut/Sungal  dan  Udara untuk wilayah  pesisir  dan

pedalanan memerlukan biaya yang tinggi, selain infrastrukfur anrfu-tan
laut/sungal dan udara yang haLrus dibangun  oleh  Pemerintah Daerah,
Pemerintah   Daerah   Provinsi   dan   Pemerintah   Pusat,   yang   perlu
diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika adalah tentang

penetapan   Tarif   Angkutan   tersebut.    Apakah   masyarakat   sebagai
pengguna  jaLsa   angkutan   mampu   membayar   tarif  yang  ditetapkan,
perlunya canpur tangan Pemerintah  Daerah Kabupaten Mimiha untuk
menelrm  tarif angkutan dengan memberikan  subsidi kepeda  Penyedia
Jasa Angkutan agar tarif dapat teljangkau oleh Masyarakat.

Subsidi An8kutan yang diberikan oleh Pemerintah `Daerah Mimil:a
harus j tepat   sasara.n   dan   berdampak   atas   mobihas   orang   dan
mengurangi   disparitas   harga   barang,   sehingga   wilayah   pedalaman

in;rasakan  dampak  pembangunan.\ dan  menin8katkan  kesejahteraan
masyarakat.  Perlunyai mengatur  stapa  Penyedia  Jasa -AnBkutan  yang
nigndapat 8ubsidi,  pengguna  Jasa yang  mempercheh  manfaat  subsidi
a[as jasa an8kutan orang dan barang, berapa besaran subsidi atas tiapr
tiap orang dan barang.

8. Identlflkasl Masalah
Identifihasi  masalah  dalam  Naskah  Akademik  tentang  tentaiig  Subsidi
Transpotasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan, sebagal berikut:
I   1,  Pelmasalahan     tentang     Thanapoinadi     Wilayah     Pesisir     dan

Pechlnungan    di    Kabubaten    Mimika    dan    bagaimana    cara
mengatasinya?

2.   Mengapa  diperlukan  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
all

Mimika    tentang    Subsidi    Transportasi    Wilayah    Pesisir    dan
Pegunungan?

Y.<
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3.   Apakah  yang  menjadi  landasan  fflosofis,   sosiologis  dan  yuridis

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan?

4.   Apakch     sasaran    yang    akan    diwujudkan,     ruang    nnghaip,

pengaturan,  dan  arah  pengaturan  Rancangan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Mimika  tentang  Subsidi  Transportasi  Wilayah  Pesisir

i I    dan pegunungan?

c. T'iiunn                                                                         i
i.;i.     T\ljuan penyusunan naskah akademik ini a.dalah untuk mengka:ji

i

d,an   meneliti   secara   akademik   muatan   materi   dalan   rancangan
Peraturan Daerah tentang tentang Subsidi Transportasi Wfla.yah Pesisir
den    Pegunungan.    Secara   khusus   disusunnya    Naskah    Akademis
Rancangan   Peraturan   Daer.ah   Kabupetan   Mimika   tentang   Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan, bertujuan:
1,  Memberikan   landesan   dan   keran9ka   pemihiran   bagi   Peraturan

Daerali     tentang     Subsidi    Transportasi    Wilayah     Pesisir     dan
Pegunungan;

:`2.  Memberikan  kajian  dan  kerangka  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis

perlunya  Peraturan  Daerah  tentang  Subsidi  Transportasi  Wilayah
'    :` Pe§isir dan pegunungan;

3.  Men8ka:ji  dan  meneliti  pokok-pokok  materi  apa  saja yang  ada  dan
ham§  ada  dalan  Perafliran  Daerah  tentang  Subsidi  Transportasi

r  whayah Pesisir dan Pegunungan`;

:4.  MelihaLt    keterkaltannyai    dengan.    pefaturan    perundang-undangan

L         lalnnya sehinggajefas kedudukan din ket.entuan yang diatumya.
i

kegunaan  penyusunan  Naskah  Ahademik  Rancangan  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika tentang` Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir
din Pegunungan yaitu' sebagai pedoman dalam:
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a.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minika tentang
Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

b,  Pembahasan   Rancangan    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Mimjka
tentang Subsidi Transportasi Wikyah Pesisir dan PegunHngant

c. Pelaksanaan   kedatan   partisipasi   masyarakat   dalan   memberikan
masukan  tertulis  dan/atan  masukan  lisan  baik  dalan penyusunan
maupun   pembahasan   Rancangan   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Mirika tentang Subsidi Transportasi Wilaych Pesisir dan Pegunungan.

?`

d. Adanya landasan hukum dalan Penyelenggaraan Subsidi Transportasi
Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

D. Metode
Metode yang digunakan dalam penyusunan naskch `ckademik ini

adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-
kaidch hukum  balk  yang berbentulc  peraturan  perundangrundangan,
maupun kebiasaan dan kemun8kinan permasalahan yang timbul delan
Subsidi Transportasi Wilayah Pe8isir dan Pegunungan  secara terpadu,
dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan mehjadi mmusan pasal

yapg  dituan8kan  ke  dalan  rancangan  peraturani daerah  (Ranperda).
M;tode ini dilandasi   oleh   sebuah   teori   bahwa   hukum   yang   balk
hqum     yang     juga  berlandaskan  pada kenyataan yang ada dalam
misyardet,buhansemta-"tamerupakankehenda;kpenguasacaja.

Secara   sistematis   penyusunan   naskah   akademik   dilakukan
melalui tahapan runtut, tahapan yang dilakukan menputi:
a.  inventarisasi bahan hukum;
b.   identifikasi bahan hukum;                                                  '"
c.   siste}natisasi bahan hukum;
d.  analisis hahan hukum; dan
e.  peraricangan dan penulisan
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Rangkalan tahapan dimulai dengan inventalsasi dan identifilrasi
terhadap  sumber  bahan  hukum  yang  relevan  (primer  dan  sekunder),

yaltu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan
Pe]nerintah   Daerah   Kabupaten   Mimika   dalam   melakukan   Subsidi
Transportasi   Wilayah   Pesisir   dan   P'egunungan,   serta   kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal "memaksa". Langkah
berikutnya  melakuhan  s.istematisasi  keseluruhan  bahin  hukum  yang
ada.  Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum,
teori, konsep, doktrin serta bchan rujLikan lainnya:  Rangkaian tahapan
feisebLt     dimaksudkan     untuk    .mempermudah     pengkajian     dari

b+8masalahan Subsidi Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegununganf
Melalui   rangkalan   tahapan   ini   diharapkan   manpu   memberi

iefromendasi  yang  mendukung  perlunya  reinterpretasi  dan  reorientasi

pemahaman     terhadap     kewenangan     pemerintah     daerah     dalam
melakukan   Subsidi   Transportasi   Wilayah   Pesisir   dan   Pegunungan,
instrument   yang   dilakukan   dalam   penyelenggaran  tersebut  dapat
dilakukan secara optimal.

Secara  Saris  besar  proses  penyusunan   Peraturan   Daerah  ini
meliputi  tiga tahap yaitu:

b.  Tahap Perencanaan
i:        Tahap ihi merupakan tahap awal dari kegiatan techaiedr assistance

yang dilakukan oleh tim penyusun.  Pada tahap ini tim penyusun
melakukan   konseptualisasi   naskah   Akndemik  dan   perumusan
Rancangan    Peraturan    Daerah    tentang    Subsidi    Thansportasi
Wihyah   Pesisir   dan   Beguninngan   dengan   s¢akefaozc±er   untuk
melakukan  identifikasi  masalin  dan  alternatif solusi yang  dapat

•y        digunakan    dalam         menyelesalkan         masalari.         KeSatan

koneeptualisasi  juga   dilakukan dengan adanya rapat koordina8i
`    tim.  Sfakehozder yang terlibat `dalam  inventarisasi dan identifikasi

pe:masalahan   adalah   Dines   Perhubungan, , Perangkat   Daerah
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i    terkalt,  Badan  Usaha  Transpoltasi,  Masyarakat  dan  Stakeholder

lainnya melalui Fontm Group c!isoussfon (FGD) .

2.  Tchap Sosialisasi dan Konsultasi Publik
Pada   tahap   ini,   tim   penyusunan   melakukan   Sosialisasi   dan
Konsultasi  publjk  mengenai  Pet.aturan  Daerah  tentang  Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan melalui diskusi yang
dthediri  cheh  Ding  Perhubungan,   Perangka;t  Daerah  Terkait,
Badan Usaha Transportasi,  Masyarakat dan  Stokehozder lainnya.
Target output kegintan  sosialisasi  ini  adalah  tersosialisasikannya
rencana   pembentukan   rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Subsidi   Transportasi   Wilayah   Pesisir   dan   Pegunungan,    dan
memperoleh    masukan    dari    peserta    guna    perbalkan    dan

I    penyempumaan rancangan peraturan Daerah.

3.  Tahap Proses Politik dan Penetapan
Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari ketiatan
tecJnddr   assistance.    Proses`  , politik   merupakan   pembahasan
Rancangan    Perituran   Daerah    tentang    Subsidi.   Transporta5i

\1

Wilayah  Pesisir dan Pegunungan.  Tahap  penetapan  adalah tahap
ketika Rancangan Peraturan  Daerah  sudah  disetujui oleh  Dewa|i
Pervakilan  Rakyat  Kabupaten  Mimika  bersama  dengan  Bupati

`'   Mimika untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah.



I
I
E

E,

DAB 11

KAJIA)I TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A Kajhi Teoritls
1.  Otonomi Daerah

Pembahasan  terkait otonomi  daerah  tidak bisa  terlepas  dari
bentuk  negara  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Merujuk  sejarah,
bentuk  Negara  Kesatuan  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  adalah
bentuk   negara\ yang   paling   tepat   untuk   menjadi   wadah   ide

persatuan. Negara` Kesatuan dianggaL|5 paling cocok uhtuk mewadahi
kemajemuhanyanFadadilndoriesia.Kemajemukantersebutantara
lain  adalah  kemajemukan  agama,  budaya,   ;uku,  rag,  dan  him

7  sebagainya.  Bentuk negara Kesat.uar ini dipertegas dalam Undang-
undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1945,   bahwa
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.5

:`  Kemudian,  Negara Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  dibagi atas

daerah-daei.ah   provinsi   dan    daerah   provinsi   itu   dibagi   alas
kabupaten  dan kota,  yang  trap-trap  pr®vinsi,  kab,upaten  dan kota
mempunyai   pemerintah   daerah   yang   diatur   dengan   undang-
undang.6   Penegasan   yang   demikjan,   dimaksudkan   untuk   lebih
memperielas  pembarian  daerah  dalam  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi
terdapat  daerah  kabupaten  dan  kota.7  Adanya  pembagian  daerah

-.:      tersebut  mempunyal  keterkaitan  dengan  wilayah  NKRI  yang  luas
',

dan membentang din Sabang sampai Meranke.
Ran8kalan  sejarah  dan  penegasan  bentuk  Negara  Kesatuan

dalan  UUD  NRI  1945  mempunyal  malma,  bahwa  dalam  konteks

5 Pasal 1 ayat ( I) Undang-Undang Dasar NeganEi Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Pesal 18 ayat ( 1) Undang-Undang Dasar ltegara Republik Indonesia Tahun 1945.
7 Nimatul HLida, Hukum Pemerintahan Daemh, .=`Tusa Media, Bandung, 2009, hlm. 49.
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bentuk   negara,    meskipun    bangsa   Indonesia   nlemilih    negara
kesatuan,  tetapi  didalamnya  terselenggara  suatu  mekanisme  yang
memun8kinkan   tumbuh   dan   berkembangnya   keragaman   antar

'`   daerah  di  seluruh  tanch  air.  Ke,kayaan  alam  dan  budaya antar

daerah  tidak  boleh  diseragamkan  dalam  struktur  NKRI.  Dengan
`   perkataan   lain,    bentuk   negara   Kesatuan   Reputilik   Indonesia

diselenggarakan   dengan   jaminan   otonomi   yang   seluas-1uasnya
kepada  daerah-daerah  untuk berkembang  sesuai  dengan    potensi
dan  kekayaan  yang  dimilikinya  masing-masing,  tentunya  dengan
dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Puset~8

Penyelenggaraan   otonomi   daerah   merupakan   salah   satu
ananat  reformasi.   Otonorri  a.dalah   tatanan  yang  bersan8kutan
dengan  cara-cara membagi wewenang,  tugas,  dan tanggung jawab

i       mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  antara  pusat  dan

daerah.  Salah  satu  penjelmaan  pembagian tersebut yaitu,  daerah-
daerah  akan  memm]d  sejumlah  urusan  pemerintahan  balk  atas
dasr penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai
urusan  rumah  tangga daerah.°  Bagi  masyarakat,  penyelenggaraan

t    otonomi  daerah  merupakan  peluang  sekaligus  kesempatan  untuk
•       memajukan daerah. Selain itu, danipak dari adanya otonomi dacrah,

masyaraJrat dapat menentukan sendiri pemimpin di .daerah masing-
masin8.

Sejarah  ketatanegaraan  RI  sudah  sejak  semula  meletalkan
otonomi daerah sebagai salah  satu  sendi penting penyelenggaraan
negara  pemerintahan  negara.   Otonomi  daerah   diadakan  bukan
Sekedar  menjamin  efisensi  penyelenggaraan  pemerintchan.  Bukan

a Jimly Asshiddjqie, Konstitusi dan Konstitusionali§me, Sekretariat Jenderal dan
Kcpaniteraan Mall:anah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.79.
9 Nihatul Huda, Hukum Pemerintah ...„ Ob.Cit., hlm.84.

11
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pula  sekedar  menampung kenyataan  negara yang luas,  penduduk
banyak,   dan   bexpulau-pulau.   Lebih   dari   itu,   otonomi   daerah
merupakan    dasar    memperluas    pelaksanaan    demokrasi    dan
instnimen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak halah penting-,
otonomi daerah merupakan cara memelihaj.a negara kesatuan.1°

Otonomi       daerah       merupakan       esensi       pemerintahan
desentralisasi.   Istilah   otonomi  berasal  dari  penggalan  dua  kata
bahasa Yunani,  yakni  autos yalig berarti  sendiri  dan  nomos yang
berarti  undang-undang.  Otonomi  bermakna  membuat  perundang-
undangan  sendiri (zelfwetgeving) ,  nanun dalam  perkembangannya,
konsep   otonomi   daerah   selain   mengandung   arti   zelfwetgeving

(membuat peraturan daerah) ,  juga utananya melicakup zelfbestuur
(pemerintahan   sendiri).11   C.W   van   der   Pot   men}ahand   konsep
otonomi  daerah  sebagal  eigen  huishouding  (menjalanhan  rumah
tangganya   sendiri).12    DaJam   Undang-Undang   23    Tahun   2014

te]itang   Pemerintahan   Dae.rah,    Otonomi   Daerah   adalah   hak,
wewer)ang,   danL kewajiban  daerah   otonom  untuk  mengatur  dan

mengurus     sendiri     U.rusan     Pemerintahan     dan     kepentingan
masyarakat   setempat   dalan   sistem   Negara   Kesatuan   Republik
Indonesia. 13

0tonomi     buhan     sekedar    pemencaran     penyelenggaraan

pemerintahan      untuk      mencapal      efisiensi      dan      efektivitas
pemerintahan.   Otonomi   adalah   sebuah   tatanan   ketatanegaraan
(staatsrechtelijk),    bukan    hanya    tatanan    administrasi    negara
(administratiefrechtchjk).  Sebagai  tatanan  ketatanegaraan  oton®mih

10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII,

Yi°#`#'H2u°d°:'p¥E;3ibanganHukumTataNeganperdebatan&Gagasan
Penyempumaan, FH UII FTess, Yogyakarta. 2014, hlm.409-410.
12 M. Laica Marzuki, Berialan-jalan di Ranch Hukum, Cct 2, Seketariat .Ienderal
Mahkanah Konstitusi RI, Jakarta, ?,006, him.  161.
13 Pisal  I angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telltang
Pemerintalian Daerah.

12
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berkaltan  denga.n  dasar-dasar  bemegara  dan  susunan  organisasi
kenegaraan.14       Lebih   jauh,    Bhenyamin    Hoessein   mengartikan
otonomi  hampir   paralel   dengan   pengertian   "demokrasi",      yaitu

pemerintahan  oleh,   darn,  dan   untuk  rakyat  di  'bagian  wilayah
nasional suatu negara melalui lembaga-1embaga pemerintahan yang
secara  formal  berada  di  luar  pemerintah  pusat.  Bahkap  otonomi
dapat  diberi  arti  luas  atau`  da)an  arti  sempit.  Dalam  arti  luas,
otonomi    mencafup    pula    tugas    pembantuan     (mendebewind,
coadministration) ,i sebab  baik  otonomi  maupun` tugas  pembantuan
sama-sama    mengandung    kebebasan    dan    kemandirian'..    Pada
otonomi, kebebasan din kemandinan itu penuh rnel.iputi baik asas
maupun cara menjalankannya, sedan8kan pada tugas pembantuan,
kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

Pada bagian lain, Bagiv Mananls menyatakan, btonomi adalah
kebebasan  dan  kemandirian  (vrijheid  dan  zelfsatndigheid)  satu:n

pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian
urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan .yang boleh diatur dan
diurus  secara  bebas  dan  mahdiri  itu  menjedi  atau  merupakan
urusan  rumah  tangga  satuan  peinerintahan  yang  lebih  rendah

` tersebut.   Kebebasan   dan I kemandirian   merupakan   hakikat   isi

otonomi.    Kebebasan   dan   kemandirian   dalam   otonomi   buhan
kemerdekaan   (onafhankelijkheid,   independency).   Kebebasan   dan
kemandirian  itul  adalah  kebebasan  dan  kemandirian  dalam ikatan

;       negara    kesaLtuan   yang   ledih    besar.    Otonomi    hanya    sekedar
I  subsistem dari alstem kesanan yang lebih besar. Dgri segi huknm̀

tata   negara,   khususnya   teori   bentuk   negara,   otonomi   adalah
subsistem dari berituk negara kesatuan (unitaty state, eenheidstaat).
Otonomi   adalah   fenomena I, negara   kesatuan.   Segala   pengeltian

14 Bagir Manan, Menyongsong Fajar ..., Op.Cit. hlm. 24.

15 Bagir Mahan, Peq.a|anan Historis Pasal  18 UUD  1945, UNSIKA, Karawang,  1993, hlm. 2.
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(begrip)  dan  isi  (materie)  otonomi ndalah  pengertian  dan isi negara
kesatuan.  Negara  kesa.tuan  adalah  landasan  atas  dad  pengertiari
dan isi otonomi.

Indonesia  dengan  wflayahnya  yang  sangat  luas  dan jumlah

penduduknya yang banyak serta tingkat heterogenitas yang berfu
kompleks,  tentu  tidak  munglch  pemerintah  pusat  dapat  secara
efektif menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan  tanpa  melibatkan

perangkat     daerali  dan   menyerahkan   beberapa  kewenangannya
kepada    daerah    otonom.     Untuk    melaksanakan    fungsi-fungsi

pemerintahan dimaksud, salah satunya diperlukan desentralisasi di
samping  dekonsentrasi`16  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Bagir  Manan,
mengingat  kenyataan  wilayah  negara  kemajemukan  baik  suku,
agama,    ras,    dan    golongan    dan    hasrat    untuk   `memberikan
kesempatan   seluas-1uasnya  kepada  daerah-daerah  dan   berbagai
kesatuan  masyarakat  hukum !`mtuk  berkemhang  secara  mandiri,
dalam   perumahan   negara   kesatuan   (ndonesia   querdeka,   per|u
dibangun  sendiri ipenyelenggaraan  pemerintahan  baru  yang  lebih
se6uai, yaltu deseritralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada
otonomi. 17

Memperhatilkan wilayah lridonesia yang ]uas,  berpulau-pulau
dengan sirsunan masyarakat yang majemuk, pilihan bentuk negara
federal bukan suatu yang berlebihan atau bukan sesuafu yang tidak
masuk  akal  bahkan  sangat wajar.  Namun  pilihan  bentuk  negara
atau pilihan  susunan kenegaraan pada umumnya,  bukan  sekedar

pertimbarigan   telals   atfru  I p:atimhangan   pralstig,    rilihan    i,tu
ditentukan     pula    oleh     pertimbangan     polltik,     pertimbangan

pengalaman, pertimbangan kesejarahan,  kenyataen  8osial,  budaya,
16 Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Ncgara Rl, Rajawall JOBef Per@, Jakarta,  1991,
'in.33.   ,
17 Bagir Manan, Menyongsong Fajar ..., Op.Cit. hlm. 24.
+n
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dan   lain   sebagainya.18   Dari   berbagai   pertimbangan   tersebutlah

aThinya  Indonesia  memilih  sistem  otonomi  daerah  sebagai jalan
untuk    menyelenggarakan    pemerintahan    terutama    dalam    hal
hubungan penerintah pusat dengan pemerintah daerali.

Otonomi   daerah   kadang-kadang   hanya   dipahani   sebagai
kebijakan yang bersifat institusional belaka,  yang hanya dikaitkan
dengan  fungsi-fungsi  ke]n].asaan  organ  pemerintahari.  Karena  itu,

yang   menjadi   perhatian   hanyalah   soal   pengalihan   kewenangan
pemerintahan dari tinghat pusat ke tingkat daerah.  Namun,  esensi
kebijaLkan  otonomi  daerah  itu  berkaitan  pula  dengan  gelombang
demckratisasi  yang  berkrmbangL lu\ap@,q4£;a:g
bangsa  kita  demasa  ini.19  0trmomi  men

#Tap_ pLaF`ip`F:3L+ife=*,r.**ap*
bottom up planning secara siginifikan dan mengilds rantai birohasi

yang dirasakan sangat men8hambat pelayanan kepada masyarakat.
Otono]ni juga  akan  dapat memberdayakan partisipasi maryarakat

yang   lebih   besar   dalan   peLaksanaan   pembangunali.   Sehingga
pembangunan    akan    beljalan    sesuai    dengan    kebultuhan    di
dael.chny6L2o

Dengan  adanya Otonomi daerah yang dapat memberdayakan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangu nan tentu menjadi esensi
bad  adanya  otonomi  d€terah  dan  demokratisasi  di  Indonesia.  Di
dalan otonomi,  hubungan  kewenangan  antara pusat dan  Daerah,
antara lain bertalian dengan cara. pembadan urusan penyelenggaran

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.
Lcar:  peneutuan  ini  akan  menceminkan  suatu  bentuk  ctomomi

t:rbatas  atan  otonomi  luas.  Dapat  digolongkan  sebagai  otonomi
terbatas  apabila,  Pertana,  urusan-urusan  rumah  tangga  daerah

18 |bid., hlm. 22.
.)

19 Jilhly Asshiddiqie, Konstitusi ..., Op.Cit. , hlm.279-280.
2CH.Djoko§udantoko,DilemaPtonomiDaerah,PcperbitANDI,Yopraka±a,2003,him.5.
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ditentukan  secara  kategoris .dan  pengembangannya  diatur  dengan
cara-cara   tertentu   pula.   Kedua,   apabila   sistem   supervisi   dan

pengawasan  dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga  daerah  otonom
kehihagan kemandirian untuk menentulrm secara beha8 cara,cara
mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerahnya.  Ketiga,  sistem
hubungan keuangan antara Pusat dan  Daerah yang menimbulkan
hal-hal seperti keterbataLsan kemanipuan keuangan asli daerah yang
akan  membatasi ruang  gerak otonomi  daerah.21  0tonomi luas bisa
bertolck  dari  prinsip,  semua  urusan  pemerintahan  pada  dasarnya
menjadi  uiusan  rumah  tangga  daerah,  kecuali  yang  ditentukan
sebagai  urusan  pusat.  dalam  r]egara  modern,  lebih-lebih  apabfla
dikaitkan     dengan     pahan     negara     kesejahteraan,      urusan

pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.
Otonomi  daerah  jika  dilihat  dari  sudut  wilayahnya,   maka

penyelenggarca]inya   ditentukan   Pemerintah   Pusat.   Dilihat   dari
substansi  (materi)  penyelenggaraan  otonomi daerah,  hal dimaksud
ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishuoding) otonomi daerah

yang   diadepei`   Oton®mi,   daerah   merupakan   wujud   kehidupan
demokrasi    dalam    konteks    penyelenggalaan    negara    kesatuan

(:enheidstaat).    Otonomi   daerah   merupakan   wadah   kehidupan
depokrasi.  Rakyat melalui para  wakil  mereka  (DPRD),  turut  serta
dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otohomi daerah

yang  dibangun  dalan  sistem  pelLerintahan  desentralisasi.  Rakyat
mengatur     rumah     tangga     met.eka     sendiri     dalam     raligka

\

penyelenggaraan otonond deerah`
Dalam   Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang

Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat
dengan   daerah.   Pertama  ialah   Desentralisasi   yaitu   penyerahan

21 Bagir Manan, Menyongsong Fajar ..., Op.Cit. hlm.37.
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Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
t)erdasarkan Asas Otonomi. KeduaL, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan
sebagian    Urusan    Pemerintahan    yang    menjadi    kewenangan
Pemerintah Pucat kepada gubemur sehagai waled Pemerintah Pu8at,
kepa.da   instansi   vertikal   di   wilayah   tertentu,dan/atau   kepada

gubernur dan bupati/wan kota  sebagal penanggung jawab  urusari
pemerintahan  umum.  Yang  kemudian  dimaksud  dengan  lnstansi
Vertikal     adalali     peranghat  1  kementerian     dan/atau     lembaga

pemerintah  nonkementerian yang mengurus Umsan  Pemerintahan
yang   tidak   diserahkan   kepada   daerah   otonom  `dalan   wilayah
tertentu  dalam  rangfa  Dck®nsotrasi.  Ketiga,  "gas  I;embantuan
yaitu  penugasan  .dari  Pemerintah  Fusat  kepada  daerah  otonom
untuk melaksanakan sebarian LTrusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan   Pemerintah   Pusat   aLtau   dari   Pemerintali   Daerch

provinsi   kepada   Daerah   kabupaten/kota   untuk   melaksanakan
sebagian  Urusan  Pemerintchan  yang menjadi kewenangan  Daerali

provinsi.

2.  Hun.urn dan Pembangiman
Indonesia  sebagal  sebuah  negara  mempunyai  cita-cita  yang

t.ermaktub  dalan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasir Taliun  1945
alinea   keempat   yang   berbunyi   sebagal   berikut:   "...   kemudian
daripada   itu   untuk   membentulc   suatu   pemerintahan   Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh
tumpah  darah   Indonesia  dan  untuk  memajukan   kesejahteraan
umurn,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikiit  melaksanakan
kef.ertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial".

.1-
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Ur)tuk   mcrealisasikan   cita-cita   tersebut,   bangsa  Indonesia

haruslah melakukan akti`viths Pembangunan di segala. bidang `seperti
Pendidikan,    infrastruktur,    budaya,    sosial,    politik,    dan    lain
sebagainya.   Dalam  rangka  ,rnelakukan   Pembangunan  dimaksud,
hanislah direncanakan dan dikonsep secara baik, jelas dan terarah
agar tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan itu bisa diperolch
secara  maksimal.  Untuk  kepentingan  inilah  peran  hukum  sangat
dibutuhkan.   Hukum   sebagai   sarana   pembangunan   bemakna
bahwa hukum dalam arti kaldah atau peraturan hukum harus bica
berfungsi sebagal alat (pengatur)  atrau  sarana pembangunan dalam
arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikchendalri oleh

Pembangunan atau pemba|uan.22
Pembangunan   melalui   "jalur"   hukum   ini   memang   harus

diakui  membutuhkan  waktu   dan   proses  yang  panjang  karena
sebagaimapa kita ketahui hukum modem itu dicirikan oleh dua hal

yang selalu melekat yaitu: bersifat sangat prosedural dan birokratis.
Akan    tetapi   mcmang   hal   inilah   yang   hita   kehendald   yaltu

pembangunan  yang  mengindahkan  norma-norma  peraturan  yang
ada.  Pembangunan yang tidak mempedulihan aturan hukum akan
sangat, berpotensi  melanggar  hak-hak  individu  maupun  kelompok

yang  justm   kontra  produkur  dengan  tujuan  pembangunan  it`i
sendiri     yaltu   .mensejahterakan     dan     menjamin     hak     asasi
masyarakatnya.   Perubahan bisa juga dilakukan dengan paksa atau

\

cepat   tanpa   in;ngindahkan   aturan   dan   prosedur.   Karena   itu,
din€nal istilah revolusir Yang hams diingat :dalah bahwa perubahan
melalul   jalur   cepat   (bgpa;§)   ada   kemungkinan   menimbulkan

I

kekacauan,   yang   'apabila   tidak   terkendaELan   bisa   berakibat
kemunduran    (regressie)    yang     bisa    saja    meriiadakan    hash

22 Muchtar Kususmaatmedja, KomseprKomsep Iztt.titm Da!am Pembangumn, Pt. Alumni,
Bandung, 2002, Hlm. 88.
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perubahan-perubahan  yang  telah  dicapai  dengan jalan  kekerasan
tadi.  Sehingga  pembahan  yang  teratur  inelalui  prosedur  hukum,
balk  ia  berwujud  perundang-undangan   atau  keputusan  badan..
bndan peradilan adalah lebih haflc deri perubahen yang tidek teratur
dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

Walau demikian, temyata tidak semua hukum itu mendukung
bagi   keberhasilan   sebuah   pembangunan   suatu   bangsa.   Hanya
hukum yang balk  sajalah yang akan  manpu  menjadi dinamisator
Pembangunan.  Setidaknya  ada  lima  kualitas  yang  harus  melekat

pada  hulmm  agar  kondusif  bagi  pembangunan,  yaitu:  "stab{Z{tgr,
"pred±ctabtl±t§r,       "fidirness",       "edueedon",       dan       kemarn:puen

meramalkan.  Hukum  yang  tidak  bercirikan  kelima  hal  ini  hanya
akan  menjadi  penghambat  atau  bahkan  bisa  menjadi  penyebab
kega.galan bagi sebuah pembangunan.                           `

Para ahli berpendapat bahwa hukum yang baik itu harualah
mengandung  tiga  hal  pokok .yaifu   kepastian,   kemanfaatan  dan
keadilan.    Mcnurut    Soedilmo    Mertokusumo ,  kepastian    hukum
merupakan "perlindungan yus±siabel terhadap.` tindakan sewenang-
wenang,  yang  berauti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh
sesuatu   yang   diharapkan   dalan   keadaan   tertentu.   Kepastiali
hukum memiliki arti "perangkat 'hukum suatu negara yang mampu
menjamin  hak  dan  kewajibin  setiap  warga  negara.   Sementara
kemanfaatan   haruslah   tercipta   melalui   pembuatan   peraturan-

I\.J

peraturan  hukum yang memang  oleh  masyarakat  terutama  dalan
rangka   menciptakan   pertumbuhan   ekonomi   bukan   sebaliknya
hukum  dibuat  hanya  untuk  kepentingan  kelompok  elit  tertentu.
Namun yang paling penting selain  dari dua hal itu  bahwa hukum
haruslah   mengandung   unsur   keadilan.   Karena   suatu   undang-
undang yang hanya menjamin unsuf kepastian dan kegunaan saja
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tanpa  mencakup  unsur  kea.dilan  di  dalamnya,  bukanlah  hukum
tetapi dia aLdalah undang-undang yang berprestasi hukum.23

Dalam   konteks   pembangunan   ekonomi,    setidak-tidaknya
menurut studi yang dilakukan Burg's, ada dua unsur kualifas dari
hukum  yang  harus  dipenuhi  supa.ya  sistem  ekonomi  berfungsi.
Perfoma,   stabilitas   (stabtztty),   dimana   hukum   berpotensi   untuk
menjaga     keseimbangan      dan      mengakomodasi      kepentingan-
kepentingan      yang      salin,g      bersaing.      Kec!Lta,      meramalkan

torecziefabizfty),   berfungsi   untuk   meralnalkan   akibat   dari   suatu
langkah-langkah yang diambil kliususnya penting bagi negeri yang
sebagian besal. rakyatnya untuk pertama kali nemasuki hubungan-
hubungan ekonomi melanpaui lingkungan modem dan tradisional.

Namun, di antara kedua unsur itu penting pula diperhatikan
aspek "keadilan" Ifedrness) seperti perlakuan yang sama dan standar

pola  tingkah  laku  pemerintah,  yang  diperlukan  untuk  menjaga
mekinisme  pasar dan mencegah  birokrasi  yang berlebihan.    Akan
tetapi, materi muatan sebuah undang-undang yang balk saja tidak
oukup    untuk    menjadihan    hukum    sebagal    penderong    bagi

pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Friedman,   selain  sitbstance  (isi
huhim) , harus diperhatikan juga bagaimana ouzfure (budaya hukum
masyarakat)  dan  stnJctrre (instansi penegak hukum).  0leh  karena
itu,  pembangunan  hukum  hendaknya  dilihat  secara  utuh.  Sudah

I

saatnya     Pembangunan     hukum      menggunakan      pendekatan
kemadyarakatan yang menyeluruh mengingat hukum bukan sekedar

I

formalitas   atau   berurusan   dengan   soal~soal   normatif   semata
melainkan  unsur  budaya  hukum-pun  perlu  mendapat  perhatian

yang lebih di samping struktur dan substansinya sehingga hukum
memilmtigatin8katkeberlakuans:kaligus,yaitu:

23 Radisman F. S. Sumbayak, Beberapa Pemlldran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum,
Ind-Hm,  1985. Jakarta, Hlm 25 .
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a..  Keberlakuan  fcktual  (empiris),  artinya  dipatuhi  dan  ditegakkan

yaitu  sejauh  mana  tingkah  laku  masyarakat  itu  bersesuaian
dengan  haidah-kaidah  hukum yang mengatumya.  Jika tin8kah
laku  masyarakat  mengacu  pada  kese.Iuruhan  kaldah  hu`kum
dapat  dikatakan  hukum  telah  berlaku  secara  fcktual/efektif.
Nanun jika tingkah laku masyarakat berkebalikan dengan yang
diatur      oleh      hukum,      berarti      hukum      tidak      efektif
diimplementasikan;

b.  Keberlakuan  formal   (normatifl,   yaitu   kaidahnya  cocok  dalan
sistem hukum hierarkis;

c.  Keberlafuan   evaluaur   (fflosofi`c',),    yaltu    diterima   dan    benar

(bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.

Beberapa kelemalran mendasar dari Sistem Hukum Indonesia
adalah:

I-i      a.  kelemahan   sumber   da.ya   manusia   di   bidang   hukum,   balk

menyangkut i-ntegrifas, moral, keahhan professional, kematangan
intelektual maupuiL wisdomnya; .

b.  kelemahan dalam kelembagaan hukum;
c.  kelemahan dalaln sistem peradilan; dan
d.  kelemahan dalam Altemaur Penyelesalan Sengketa.

01eb  karena itu,  atas  dasal beberapa kelemahan  tersebut di  atas,
sistem pcnataan hukum yang menunjang i]dim investasi yang sehat
hang diarchkan kepada:
a,  unsur falsafah dan budaya huhazm;
b.  unsur materi huku in, baik berupa hukum tertulis, yurisprudensi,

maupun hukum kebiasaan;

21



u

!n

•n

E

I
I
I

E

I

I

c.  unsur aparatur hukum, balk menyangkut kelembagaan hukum,
sumber   daya   manusia,   maupun   manajemen   (tata   laksana
hukum);dan

d,  unsur sarana dan prasarana`

Ada  berbagai  macam  faktor  dan  alasan  yang  dikemukakan
;       oleh  para  am  mengapa  hukum  bisa  menghambat  pertumbuhan

ekonomi. Beberapa di antaranya karena:
Pertarna,  hukum  selalu  ketinggalan  janan/  kuno  sehingga  tidak
manpu  mengikuti` irama pembangunan  yang  terjadi  secara  pesat.
Padahal  sebagaimana  diketahui,  keberadaan  hukum  merupckan
landasan pijak bagi keberhasilan\ pembangunan.
Jredra,  hukum yang ada banyak diaLdopsi  secara persis  dari dunia
barat sehingga banyak yang tidal[ sesual dengan kepribadian bangsa
Indonesia+  Menurut Max Wehar  fahap  perkembangan  hukum atas
dasar tipe dasar kekuasaan yang Bah teljadi secara bertahap, yaltu

pertana,  bersifat  lcharismatis  yang  bertumpu  pada  keistimewaan
seseorang;  kedua,  tradisional  yang  didasarhan  pada  tradisi  yang
turun   temurun   dan   ketiga,   rasional   berdasarkan   penggarapan
hukum  secara  sistematis dan rasional.  Beberapa tchapan tersebut
menjadikan proses penegakan hukum atan berbeda karena keadann
masyarakat  yang  berbedr  pufa.  Bagi  masyazckat  Indonesia,.  pola

penegakan  hukum  yang  modem  rasional  nampaknya  mengalami
kendala,  karena masyarakat kita  masih hidup  di  bawah  dominasi
tradisional dan kharismatis,  sehingga penalsiran-penal.siran norma
abstrak yang dilakukan penegak hukum di samping ditentukan oleh
tin8kat   kemampuan   manusianya   juga   diadakan   oleh   bentuk
dominasi   yang   ada   di   dalari   masyarakat   tersebut.   Padahal,

penefapan suatu sistem hukem yang tidck berasal atau tubuh dari
kandungari masyarakat merupakan masalali, khususnya di negara-
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negara yang sedang berubah karena teljadi ketidakcocokan antara
nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain
dengan nilai-nilai y€ig dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.
Ketryq  teijadi disparitas atan  gap antara hukum (teori/peraturan}
dengan  realitas masyarakat.  Adanya fenomena  Zeged gap ini dapat
disebabkan paling tidak oleh dua hal:   Suatu produk hukum positif
telah  "ketinggalan  zaman"  dalam  artian  bahwa  pada  awal  masa

pembentukannya suatu produk hukum positif telah mengakomodir
nilai-nilai yang berkembang di  masyarakat.  Namun,  karena  nilai-
nilai  masyarakat  yang  merupakan  bagian  dari  budaya  tersebut
bersifat  dinamis  dan  berkembang  sedengkan  hu]nm  positif yang
ada bersifat statis, maka pada akhirnya terjadi gap ankara substansi
hukum  positif  tersebut  dengan  nilai-nilai  masyarakat  yang  ada
dikarenakan   substansi   hukum   positif   tersebut   tidak   mampu
mengejar   perkembangan   nilai-nflal   yang   hidup   di   m€isyarakat.
Faktor kedua adalah memang sejak dari awal proses pembentukan
hukum  positjf yang  ada  tidak  memperhatjkan  rasa  keadilan  dan
ndai-nilal yang berkembang di rmisyarakat,

Negeri~negeri  yang  sekaring  ini  disebut  negaia-negara  maju

telah  menempuh  pembangunannya  melalui  tiga  tin8kat;  unifikasi,
industriali`casi,   dah  negara  kesejahteraan.   Pada  tingkat  pertama

yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai iiitegrasi
politik   untuk   menciptakan   persatuan   dan   kesatuan   nasional.
Tingkat kedua, peijuangan untJk i>konomi dan` modemisasi pontik.
Akhimya dalan tinghat` ketiga, tugas negara yang terutama adalah
melindunS  rakyat  dari  sisi  riegatif  industrialisasi,  membetulkan
kesalchan     pada     tahap     sebelumnya,     dengan     menekankan
kesejahteraan  masyarakat.  Tingkat-tingkat  tersebut  dilalui  secara
berurutan   /consecndz;e/  dan  memckan  wakfu  yang  relatif  lama.
Percatuan   nasional   adalah   prasyarat   untuk   memasuki   tahap

23



u

•[

•E

I
I
I
I

industrialisasi.   Industria]isasi  merupakan  jalan  untuk  mencapai
negara kesej ahteraan.

Indonesia    meyakilij    bahwa    pertumbuhan    ekonond    dan

pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanal¢an dalam wak€u yang
bersamaan. Bila kita ingin tiga tingkat Pembangunan itu dijalankan
secara     serentak,     budaya     hukum     Indonesia     haLrus     dapat
mengakomodasi   tujuan-tujuan   yang   demihian   itu.   Kita   harus
memiliki hiLkum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu
menjaga   integrasi   d€Ln   persatuan    nasional.    Dapat   mcndorong

pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan
keadilan  sosial,  kesejahteraan  manusia,  pemhagian iyang adil  atas
hak   dan   keistimewaan,   tugas   dan   beban.   Persatuan   nasional,

pertumbuhan   ekbnomi   dan   kesejahteraan   sosial   mesti   dapat
tercermin  delam  setiap  pengarnbilan  keputusan.  Dalam  mencapai
tujuan  tersebut,  tkita  memeriukan  pembaruan  hukum,   institusi
hukum dan profesi hukum. Pembangunan yang komprehensif harus
memperhatikan   halt-hak  asasi  manusia,   keduanya  tidak  da]aln

po8isi yang berlawanap den dengan demikian Pembangunan akan
manpu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertanbah

penting  karena  bangsa  kita  berada  dalam  era  8lobalisasi,  artinya
harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Indcthesia  sebagal  negara  yang  terlanjur  ada  pada  saat  di
mana 8ebagian negara dunia telah mengalami proses industrialisasi
atau bahhan  z{;e!/are state, mau  tidak mau harus mengikuti irama

yang eta.  Adalah  tidak raal®naJy jikalau  Indonesia  harus memuhai
proses  pembangunannya  secara  urut  sebagaimana  negara-negara
maj.u telah melaluinya karena Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh
negara-negara   yang   lain.   Kuncinya   adalah   pembangunan   dan

pemberdayaan hukum harus menjadi prioritas. Tanpa hukum yang
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balk dan prima, ke-3 keinginan 'yang ingin dicapai sekaligus di atas
niscaya hanya akan menjadi isapan jempol.

Kenapa  hukum  yang  pertama  kali  hanis  ditata  sedemikian
lupa?   Sehab   berbaffial   st`rdi    tentang   hubun.gan   huku.in   dan

pembangunan     ekonomi    menunjukkan     bahwa    pembangunan
ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum.  Dikatakan
bahwa  mcmperkuat  institusi-institusi  hukum  adalah  4precondzfron

fior econorrde change", acnLcial to the viahiltrty Of neul potttical systerrrsb,
anc!  Can agent a/ sochz change".  Hukum  ekonomi  Indonesia harus
mampu  menciptakan  keseimbangan  pembangunan  antara  pusat
dan   daerah,  Jawa  dan   Luar  Java.   Undang-Undang  di  bidang
ekonomi  diharapkan  dapat mendorong investasi  di  daerah-daerah,
sehingga lapangan kelja bisa kembai terbuka untuk memecahkan
masalali pen8an88uran .

Faktor   hukum   atau   faktor   yuridis   sangat   penting   dan
diperhatikan  o}eh investoi-.  Hal ini berkaitan  dengan  perlindungan

yang  diberikan  oleh.  pemerintah  bagi  kegiatan  investasi.  Menurut
Hulman     Panjaitan7  .  wibawa     hukum     dalam     negreri     akan
mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya
tarik    investor    untuk    inenanamkan    modalnya    akan    sangat
tergantung  pada  sistem  hukum  yang  diterapkam,  di  mana` sistem
hukum  itu  harus  manpu  IIlenciptakan  kepastian  toredictabzzfty),
keidilan urainess) : dan efisiensi (eLgivenc!/) .

3.   Subsldl
Subsidi adalah  bantuan uahg atau komoditas,  perkumpulan` atau masyarakat yang umurmya diberikan oleh pihak pemerintah.

Menurut Milton H.. Spencer dari Oriey M. Amos, Jr.  dalam bukunya

yang   bdyudul   C6ntemporary   Economics,   subsidi   adahah   suatii
pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  (pembayarali
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dalam  bentuk  apapun)  dalaLm  suatu  perusahaan  ataupun  rumah
tangga    agar    mencapai    suatu    tujuan    tertentu    yang    dapat
meringankan    beban    penerima.    Secara    Singkatdya,    pengertian
sub8idi adalah bantuan atau iutensif keunngan,24

Bentuk   subsidi   bisa   Ma[eri,   Uang,   Kebutuhan   sembako,
Barang hingga keringanan biaya.  Biasanya,  golongan yang menjadi

penerima subsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah.
Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi,
uang pajak yang dipungut oleh pemerintah  kembali lad ke  dalam
lin8kup masyarakat melalui pemberian subsidi.

Subsidi  diberikan  ole.h  pemerintah  bagi  masyarakat  untuk
meningkathan  daya  beli  masyarakat,  daya  bell  atau  purchasing

power  (kemanpuan  masyarakat  untuk  membeli)  adalah  kekuatan
uang atau jumlah  barang yang dapat dibeli  oleh  seorang  indivi¢u
dengan   jumlah   uang   tertentu.   Contoh   nya,   Pemerir]tah   yang
me`mberikan subsidi kepada masyarakat golongan yang mempunyal
ekonomi  menengah  ke  bawin  dengan  tujuan  agar  beban  hidup
mereka  menjadi  1`ebih  ringan,, ` inicahaya  bBM I bersut?§idi  benguna

untuk   membantu   rna.syarakat   agar   biaya   BBM   yang   mereka
keluarkan  lebih  rendah  sehingga  semua  kegiatan  yang  berkaitan
dengan BBM misalnya biaya angkut barang menjadi lebih murah.

Bentuk dari  Subsidi yaltu  Profit  I,oss  dan  Cost Loss.  Dalam
Profit   I,oss,   Subsidi   merupakan   biaya  yang  dikeluarkan   untuk
meiiutupi perbedaan dalan harga jual atau manfaat yang diberikan
oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluahan
dalam men8hasilkan produksi  tersebut. Jadi, subsidi dalam bentuk
Profit I,oss adalah bentuk penyanaan harga jual dan harga pokok

lF

.24 Anugfah Stcphen Socn, Herry Sugianto, Ricky Theodoms dan Supcni Anggraeut
Mapusari, Subsidi di Indonesia, Jumal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 2022.
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SedangkanpadaCosttoss,hargajualtidakberdasarkanpadaharga

pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisif I antara
hal'gapacardanhargajualmenjedibiayayangharusditanggung.

Bagaimana   contoh    penerapannya?    Sebagai   contoh:    LPG

tabung  3  kg harga nomad/  Harga pasar yang dimiliki jika dilihat
liarga  keekonomiannya  adalali  Rp36.900  atau  Rpl2.300/Kg  dan
akan  memiliki  laba  sebesar  Rp   15.goo,  Jika  Harga  Pokok  LPG
tabung kg adalahl R.p21.000  ata.u  Rp7.000/kg.  Selisih  inilah  antar

Rp36.900   dan   Rp21.000   yaltu   Rpl5.goo   yang   akan   menjadi

besarnya    subsidi    yang    diberckan    untwk    menutrpi    margin
keuntungan dari LPG tabung 3 kg, Sebagai unjud untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dalam bentuk
komoditas.

mnfaat dan Efek Burcknya Pelaksanaan Subsldl
Dc.mpck posttif S\destdi

Dalam memberlakukan  subsidi,  adapun  danipak positif atau
manfrot   yang   diperolch;   Pertama,    Menin8katkan   kemampuan

'9       ekonomi,  dengan  adanya  s.ubsidi  objek  subsidi  dapat  mengalami

penurunan   dalam   harga   dibawah   ata.u   setara   dengan   harga
keseimbangannya yang nana aka]i menjaga daya beh masyarakat.
Kedua, Jika subsidi ditujukan untuk masyarakat yang berekonohi
ba.wah   aitau   tidak   mampu,   tentunya   akan   membintu   mereka
memenuhi kebutuhan ekonomihya dengan harapan ekonomi mereka

`:'      akan  8ecara  bertahap  nembck`   Ketiga,  Di  8iri  pelaku  usaha,

subsidi   dapat   mencegah   kebangkrutan   usaha   inereka   karena
subsidi    harus     tetap     memandang    keseimbang    pasar     dan
mehin8katkan kualitas ekongminya di atas daya saing dari produk
uscha dari ]uar negeri.

untuk   menutupi   selisih   dari   untung   dan   rugi   bad   produsen.
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Dampak N®€atlf Subsldl

Sedan8kan    dampak   negatif   dari    adanya    subsidi    ialah:
Pertama, Adanya kecenderungan ketika konsumen dapat membayar
atas produk y,ang disubsidi dihawah harga pasarnya,  mereka al=an
melakukan   pengeluaran   berlebihan   ketimbang   berhemat   akan
keniktnatan yang diterimanya. Jika ini tidak diregulasi, subsidi alcan
menyebabkan    ketidak    efisienan    dalam    distribusinya.    Kedua,
Penyimpangan  harga,  subsidi  dapat  menimbulkan  penyimpangan
harga karena subsidi hanya bertujuan untuk program populis saja
tanpa   melihat   efisjensinya,   target   subsidinya   atau   orang  yang
berhak mendapatkan subside berpotensi tidak dapat meniklmtinya,
Ketiga,    Mengganggu   jalannya   mekanisme    pasar,    dikarenakan
subsidi  memerlukan  biaya  ekonomi  yang  sangat  besar  dan  juga
melumpuhkan   pasar   persaingan   yang   akan   merugikan   pihak
swasta.

Dampak Sub8idl Tethadap Koseimbangan Pasar
Keseimbangan  harga  dapat  terbentuk  karem  adanya  titik

I  temu  antara  perrnintaan  dan   penawaran  d.engan  kata  lain  suatu

produk  telah  mencapal harga keseimbangannya ketika peliawaran
atas  jumlah  produknya  dan  pemintaan  atas jumlah  produknya
telah mencapai harga dan waktu di titik tertentu, Sedangkan pada
keseimbangan pasar,  akan  teljadi kesimbangan ketika ada penjual

.,  yang menawarkan produknya dan bersanaan dengan pembeli yang
menginginhari.  produk  yang  sama  dan  diikuti  oleh  volume  yang
Sama.

Jadi   yang   sangat   mempenganihi   akan   keseimbangannya
harga  adalah  interaksi  antara  pemben  dan  penjual  yang  mama
s6suai   dengap    hulmm   pehawaran   dan    permintaan.    Dinana

pennintaan  akan  mengalami  kenalkan  ketika  teljadi  penunman
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pada harga dan penawaran clan mengalami kenaikan ketika teljadi
kenaikan   pada   harga.   Maka   dari   itu,   penting   untuk   adanya
kesepakatan  yang  disepakati   antara   pembeli   dan   penjual  agar
transakdi  dapat  teriadi.  Karena  ketika  penawaran  teriedi  terlaha
tinggi/berlebihan    akan    dikenal    sebagai    surplus    dan    ketika

permintaan  teriadi  terlalu  tinggi/berlebthan  akan  dikenal  sebagai
shortage.

Kemudian,   .apa   yang   perlu   dipei-hatikan   o!Fh   pemerintap

dalam memberikan subsidi agar tetap menjaga keseimbangan pada

pasar:  Pertama, Berapa harga dan jumlah produk yang terdapat di
pasar  untuk  memenuhi  keseimbangan  pada  saat   sebclum  den
sestldah  subsidi  diberikan?  Kedua,  Berapa  besamya  subsidi yang

perlu  diberikan  oleh  pemerintah agar menjadi keseimbangan pada
pasar dengan memperhatikan aspek konsumen dan produ sennya?

Sebagai  ilustrasi,  misalnya  untuk  memenuhi  keseimbangan
harga pada produk pangan gula,  di pasaran satu  ldlograrn gula di

pasar  dihargai   15.000/kg.  Tetapi  menjelang  tahun  baru,   sering
teriadi  kenaiten  peda  harga  gula  di  pasaran`  menjedi  20.000/kg

yang mama menyebabkan  harga keseimbangan  menjadi  tergangg`1.
Melihat hal tersebut konsumen akan menurunkan daya beli mereka
dan    produsen    akan    menjadi   terganggu   jumlah    produksinya.
Menanggapi  ini,  pemerintah  da.pat campur tangan  untuk menjaga
keeeimbangan  harga  pasar,  salah  satu  cara  bentuk  yang  dapat
dilakukan   oleh   pemerintah   adalah   memberikan   subsidi.   Maka
setelah   sub8idi   diberilrm   kepade   produsen,   harga   guha   dapat.
terkendali dan  permintaan akan ikut kembali menj?di stabil, yang
kemudian dapat menjadikan harga gula. setelah subsidi menjadi Rp
14.000,00/kg.   Jadi   harga   barang/jasa   setelah   disubdidi   dapat
menjadi lebih murah dan juga jumlah dari barang/jasa permintaan

juga dapat meningkat.                                                        {
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4.   Tranapoct{`SI

Transportasi  adalah  pemindahan  manusia  atau  barang  dari
satu   tempat   ketempat,   lainnya   dengan    menggunakan    sebuah
kendaraan  yang  digerakkan  oleh  manusia  atau  mesin.   Menurut
Salim   (2000)   transportasi   adalah   kegiatan   pemindahan   barang

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam
transportasi      ada      dua      unsur      yang      terpenting      yaitu

pemindahan/pergerakan   (movement)   dan   secara  fisik  mengubah
tempat  dari   barang  (comoditi)   dan  penumpang  ke.-tempat  lain.
Menurut     Miro     (2005)     transportasi     dapat     diartikan     usaha
memindehkan7    menggerakkanT    mengangivit   atau    mengalihkan
suatu chjek dari sua.tu tempat ke tempat lain,  di nana di tempat

„       lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau da.pat berguna untuk
tujuan-tujuan    tertentu.    Sedangkan    menurut    Nasution    (1996)
transportasi adalah sebagai pemindahai barang dan manusia dari
tempat asal ke tempat tujuan.

Ragam Sistem Tram.sportasl:
1.  Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan atan tata guna lahan mempunyai jenis kegiatan'tertent.u   yang   akan   membangkitkan   pergerakan   dan   akan

menarik   pergerckan   dalam   proses   pemenuhan   kebutrihan,
€Sistem ini merupakan sistem pola kectatan tata guna lahan yang

terdiri dari sistem pola kegiatan sosial ekonomi kebudayaan dan
lain   sosial,   ekonomi,   kebhadayaan   dan   lain-lain.    Besamya

pergerakan   sangat   berkaltan   dengan   jenis   dan   intensitas
keedatan   yang   dengan  jenis   dan   intensitas   keriatan   yang
dilakukan.
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2.  Sistem Jaringan
Sedangkan   sistem   jaringan   meiupakan   moda   transportasi

(sarana)           dan          media          (sarana)           dan          media
(praarana/infrastruktur)  ten.pat  moda  transportasi  beFgrerak,
Sistem jaringan  meuputi:  sistem jaringan jalan  raya,  terminal
bus, terminal bis, bandara dan pelabuhan laut.

3,  Sistem Pergerakan
Sistem pergerakan  ditimbulkan karena interaksi antara sistem
kegiatan   clan   sistem  jaringan.   Sistem  pergerakan  yang  ada
merupakan  sistem  pergerakan  orang  dan  sistem  pengerakan
orang dan mahusia,

Dalan sistem transportasi juga terdapat 5 (lima) unsur pokok,

yaitu:
1. orang yang quembutuhkan.
2 . barapg yang dibutuhkan.
3. kendaraan sebagai a]at angkut.
4. jalan sebagai prasarana angkutan.
5. organisasi yaitu peilgelola angkutan.

Pada  umurmya  jenis  sarana  atau  jenis/moda  an8kutan  dapat
digolongiv sebagal beriLmt ini:

1 .  Udara, dengan moda pesawat dan prasarana bandana.
2.  Air,   dengan   moda  kapal   dan   prasarana  dermaga,   serta

pelabuhan.
3,  Darat`L

a. Jalan raya: mobil, bus, sepeda motor.
b. Lain-lil: kabel, pipa

'31

I



u

•[

•[

E

I
E

I

Objek     dasar    kajian    perencanaan     transportasi     ada]ah

pergerakan  manusia  atau  barang  yang  pasti  melibatkan  banyak
moda  transportasi.   Pemilihan  moda  transportasi  oleh  pengguna
adalah waktu perjalanant biaya, kenyamanan, keselamatan, tingkat
kepopuleran   suatu   moda,   maksud   peljalanan   dan   kelaziman
menggunakan   suatu   moda.   Peri)aku   pelaku   perjalanan   dalan
memilin   moda   angkutan   ditentukan   oleh   beberapa   fakeor,   di
antaranya: karakteristik pelaku perjalanan (the characteristic of trip
maker),   karakteristik  peljalanan   (the   characteristic  of  trip)   dan
karakteristik sistim transportasi (the characteristic of transportation
sistem).

Faktor-faktor   yang   berpengalih    dalam   pequilihan    mode
an8)altar dapat dibagi 3 (tiga) faktor, yaltu:
1.  Karakteristik pelaku peljalanan, meliputi: pemilihan kendaraan,

pendapatan dan tingkat social.
2.  Karakteristik peljalanan, meliputi: tujuan, waktu dan jarak.
3.  Karakteristik fasmtas transportasi:

a`  Secara   kuantitatif,   meliputi   wa]ct:u   tunggu,   walrfu   yang
diperlukan    untuk   mengakses    pada    moda    transportasi
lainnya, tarif dan ketersediaan tempat parkir.

b.  Secara  fualitatif,  meliputi  kenyamanan,   kepercayaan  dan
keamanan.
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I Diagram Sistem Transportasi Secai-a Umum ( Hay,  1977)

Secara  umum,  penggolongan  moda  transportasi  didasarkan

pada empat unsur transportasi berikut (Kamaluddin,  2003:  17-18),
yaitu:
1.  Jalan

Jalan    merupakan    kebutuhan   yang   paling    penting   dalam
transportasi.  Tanpa  adanya jalan  tidak  mimg]dn  tersedia jasa
transportasi  bari  pemakainya.  Jalan  ditujukan  dan  disediakan
sebagai dasar alat angkutan untuk bergerak dari suatu  tempat
asal ke tempat tujuan. Unsur jalan dapa berupa jalaLn raya, jalan
kereta api, jalan air dan jalan udara.

2.  Alat An8kutan
Perkembangan    dan    keniajuan   jalan    atau    alat    an8lnitan
merupakan dua unsur yang sating berkaitan satu sama lainnya.
Alat  an8kutan  dapat  digolon8kan  dalan  angkutan jalan  darat,
angkutan jalan air dan an8haitan udara.
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3.  Tenaga Penggerak

Tenaga penggerak yang dimaksudkan adalah tenaga atau enerti

yang     dipergunckan     untuk     menarik,      mendorong     atau
menggerakhan alat arfutan, seperfi tenaga manusia, binatang,
tenaga uap, batu bara, BBM, tenaga diesel, tenaga listrik, tenaga
atom    dan    tenaga    nuklir.Penggunaan    tenaga        penggerak
berkembang sesuai kemajuan dan pemakaian teknologi di daerah
bersangivtan.

4.  Aksebilitas Penhmpang Angkutan Umum.
Aksesibilitas  penumpang  angkutan  umum  ialah  ukurarL

kemudehan  bagi  penumpang  yang  meliputi  waktu,  biaya,  dan
usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atan
kawasan dari sebuah tempat ke tempat lainnnya. Istilah mudah
atau  sulit merupakan hal yang/ bersifat opini per individu yang
berbeda-beda, ukurari kemudahan setiap orang berbeda, ukuran
mudah baS salah satu orang belum tentu mudah juga bach orang
lain.  0leh karena itu perlu  adanya pengukuran yang mendalam
berupa kinelja aksesbhita.a yang memili]d tolak ukur dan dapat
menyatakan aksesibilitas dengan lokasi yalig tingkat aksesbilitas
nya baik.

Tin8hat  aksesbilifas  adalah  kemudahan  menoapai  kata
tersebut  dari   kota/wilayah   lal`n  yang   berdekatan,   atau   bard
masyarakat  yang  tinggal  di  kota  mencapal  wilayah  lain  yang
berdekatan   bagi   masyarakat  yang   tinggal   di   kota   tersebut,
a,emaldn besar nilai suatu' aksesbilitas maka semakin baik. Ada
berbagai    unsur    yang    mempengaruhi    tingkat    aksesbilitas,
misalnya   kondisi  jalah,  jenis   alat   angkutan  tyang   tersedia,
frekuensi keber&nghatan. dan jar:ak.

Untuk menyederhanakan persoalan maka waktu tempuh
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harus didasarkan atas alat an8kutan yang gama,  misalkan bus
umum.

Aksesbilitas   penumpang   angkutan   umum   merupakan
salah satu fcktor penunjang keberhasilan transportasi terutana

pada  angkutan  umum  di  suatu  daerin.  Dengan  peningkatan
alcsesbilitas   penumpaus   an8haitan   umum   seperti   perbaikan
fasilitas  penumpang,  perbaikan  jalur  trayek  angkutan  umum

yang semakin meluas dan merata dapat menjadi daya tarik yang
sangat   balk   bagi   masyarakat    dalam   menggunakan   moda
angkutan umum.

Dalam  peningkatah  aksesbilitas  angkutan  umum  perlu
diimbang  dengan  efektivitas  dan  erisiensi  dalarn  penggunaan
an8kutan  umum.  Pengukuran  tingkat  akse8bifitas  penumpang
angkutan umum ditinjau dari hecidruag, dan kecapatan rata-rata
untuk masing-masing angkutan umum.  Sedan8kan pengukuran
tin8kat     eketivitas     erisierisi     menggumkan     fcktor     muat

penumpang, utilitas kendaraan, dan kemudahan (Ray, 2022).

•   Kecepatan
Kecepatari  rata-rata  sebuah  kendaraan  merupakan  fungsi
dari jarak  tempuh  dell  waktu  tempuh  rata-rata  an8kutan
umum  pada  rute  tersebut.  Kecepatan  ini  dipengaruhi  oleh
waktu  pgrjalanan  dan  waktu  henti  untuk  menalkkan  dan

meriurunkan penumpang atau untuk menSsi bahan bakar.
Ahibat  adanya  waktu  'menaikkan/menurunkan  penT,mpang
dan  mengisi  bahan  baker.  Kecepatan  rata-rata  dirumuskan
seperti di bawah ifii \Ray, 2022}.

SI
v=ri..........-............................

Di-a:  I
v         = Kecepatan rata-rata (kin/jam)
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Si       = Jarak trayek yang ditemptuh kendaraan (kin)
Mi      = Waktu yang dipergunakan kendaraan I dijalan

(i=1, 2, 3, n)Uan\
•   Headwqu

Headtuagr (waktu  tunggu)  didefinisikan  sebagai ukuran yang
menyatakan  jarak  waktu   ketika   bactan   depan   kendaran
melewati  satu  titik  pengana.tan  pada  ruas  jalan;  headowczg

juga bisa disebut sebagal perbedaan waktu armada melewati
suatu  titik  pengamatan.   Rata-rata  /heaczu/a#/  berdasarkan

jarak   merupahan   pengukuran   ukuran   yang   didasarkan
konsentrasi ' kendaraan dirumuskan seperti dibawah ini (Ray,
2022):

Dimana:
ht   ='Headwczgjarakrata-rata n   =    Jumlah    kendaraan    di

suatu panjang jalan
i     =Waktutempuh

•    Efektivitas dan Efisiensi Angkutan umum

Ukuran efektivitas dan efisiensi angkutan umum merupakan
tin8kat   kemudahan   dalan   pemilihan   ruang   traiisportasi
menggunakan   angkutan   umuqu,   seperti   kelebihan   dalam

pengguqLaannya  sebagai  kinerja'  angkutan  umum.   Adapun
efektivitas dan efisiensi yapg, dimakeud adalah keselamatan,

•  aksesbilitas     tingri,      keterpaduan,      kapasita;,      teratur,

kelancaran,   kecepatan,   kemudahan,   tingkat   operasional,
uti]itas  kendaraan,   faktor   muat   penumpang   ftynd  /Zzctor/

(Marla  Ayu  dkk,   2012).   Peneutian  ini  dalapi  menganalisis
tingkat  efektivitas   dan  'erisiensi   hanya   ditinjau   mengenal

I,
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faktor muat penumpang, utilhas kendaraan, kemudahan, dan
tin8kat oper;asional.

>  Kemudahan
Kemudahan    merupalcan    ukuran    kemudahan    dalam
mel€ikukan peljalanan transportasi, yang dapat ditentukan
dengan  rumus  panjang jaringan  jalan  yang  dilalui  oleh
angkutan      umum,      sehingga      memperluas      wilayah

pelayanan.       Parameter   ini   digunakan   karena   dapat
menggambarhan   tingkat   kemudahan    dengan    melihat
aksesbilitas   masyarakat   terhadap   pela.yanan   angkutan
umum  dengan  penir]gkatan  jangkauan  areal  pelayanan
an8kutan     umum.     Kemudahan     dirumushan     seperti
dibawah inj (W Ramli, dkk, 2020):

pan|ang }aringar. I ala:in
Kemudahan = iI=EF;1alJ;Z!ra;;:;?

•    Faktor Muat penumpang

F`aktor    muat    penumpang    adalah    perbandingan    antara
banyaknya  penumpang  per jarak  dengan  kapasitas  tempat

I    duduk    an8hltan    umum    yang    tersedia.    Faktor    muat

penumpang   diperoleh   dengan   cara   membagikan   jumlah
p€numpahg   dengafi   `kapasitas   tempat   duduk   angkutan
umum.   Maka  untuk  mencari   faktor  muatan  penumpang

qapat dicari dengan (Ray, 2022) :
Jumlah pemoupang amg loutsm

hapasttas penumpano angkutcm #  100% .............. " ............. (2.4)

Di-a:
Fin     =        Faktor muat penumpang
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•    Utilitas Kendaraan

Utilitas     menggambarkan   efisiensj       penggunaan
angkutan, berdasarkan jarak yang ditempuh perhari. Kondisi
lalu   lintas  yang   padat   serta   penggunaan   bus   kota   dan
kecepatan perialanan yang alran mempengaruhi tinggi rendah
nya tinBkat efisienal kendaraan.  Standamya adalah 230-260
kin/bus/hari.  Utilitas kendaraan  dapat dirumuskan  sebagal
berikut (W Ramli, dkk, 2020):

jurwhah rtt x jarak ten:pr.h
Utilitas Kendaraan = 1 ft-arl

................„.„.......(2.5)

8: Kajlan  Terhadap  A8as/  Prinelp  Yang  Terkalt  Dengan  Penyusunan
Norma

Sub  bab  ini  mengemukakan  kajian  terhadap  asas  atau  prinsip

yang   terkait   dengan!  penyusunan   norma   dalam   Peraturan   Daerah
Kabupaten  Mimika  tentang  Subsidi  Transportasi  Wila.yah  Pesisir  dan
Pegunungan.  Penenulan  asa§ ini juga ineffipefflatflen  berbagal a:apek
bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang
ahan  dibuat  derigan  memperhatikan  Peraturan  Perundang-undangan
diatasnya.

Dalam    membentuk    Pelaturan    Perundang-undangan    harus
dilakukan berdasarhan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan yang baik, yang meliputi:25
a.  kejelasan tujuan.

Asas kejelasan tujuan adalch bahwa setiap Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  harus  mempunyal  tujuan  yang  jelas  yang

.:       hendak dicapai.

25 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,
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b.  kelemba.gaan atau pejaba.t pembentuk yang tepat;
Asas   kelembagaan   atau   pejabat  pembentuk  yang   tepat   adalah
bahwa  setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  hanis  dibu`at
oleh pejahat- negara atau pejabat. Penibentuk Peraturan Perundang-
undangan     yang     berwenang.     Pera.turan     Perundang-undangan
tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum  apabila dibua.t
oleh peja.bat negara atau pejaba.t yang tidak berwenang.

6t.`  kesesualan antara`jenis, hierarki, dan materi muatan;
'   Asas kesesuaian  antara jenis,  hierarki,  dan materi  muatan  adalali

bahwa dalam Pembentuhan  Peraturan  Perundang-undangan  harus
bena].-benar   memperhatikan   materi   muatan   yang   tepat  sesual
dengan jenis dan hiefarki Peraturan Perundarig-undangan.

d.  dapat dilaksanakan;
Asas   dapat   dilaltsanakan   adalah   bahwa   `setiap   Pembenttlkelri
Peraturan Perundang-undangan harus meinperhitunghan efektivitas
Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, balk
secara fflosofis, sosiologis, mau.pun yuridis.

e.  kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Asas   kedayagunaan   dan   kehasilgunaan   adalah   bahwa   setiap
Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhhan     dan     bermanfaat     delam     m6ngatur     kehidupan
bermasyai`akat, berbingsa, dan I;eme.gara.

f.   kejelasan rumusan;
Asas kejchsdn ruriusan adaldh bahwa setiap Peraturan Peruridarig
undangan    harus    memenuhil   persyaratan    teknis    penyusunan
Peraturan   Perunding-undangin,   sistematika,   pilihan. kata   atau
istilah,  serta  bahasa  hukum  yang jelas  dan  mudah  dimengerti
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sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macan  interpretasi  dalan

pelaksanaannya,

9.  keterbukaan.
Asas  keterbukann  adalah  bahwa  dalaln  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan    mulal    dari    perencanaan,    penyusunan,

pembahasan,   pengesahan   atau   penetapan,   dan   pengundangan
bersifat transparan dan terbuka+ Dengan dezrikian, seluruh lapisan
masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk
memberikan masukan  dalan Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan.

Materi      muatan      Peraturan      Perundang-undangan      harus
mencerinkan asas: 26
a)  Pengayoman;

Asia  pengayoman  adalah  hah;wa  setiap  Materi  Mu.aftan  Peraturari
Perundangundangan   hams   beriurigsi   memberikan   perlindungan
un tuk menciptakap ketentranan masyarakat.

b)  Kemannsiaan;
Asas kemanusiaan  adalah bahwa I setiap  Ma.teri  Muatan  Peraturan
Perundanaindangan    harus    menceminkan    perlindungan    dan

•  penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c)  Kebangsaan;
Asas  kebangsaan  adalah  bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan
Perundang-undangan' harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

26 Pssal 6 A.vat (i) Undang-Undang Nornor }.2 'Fahun 201 I Tentang Pembcntukan Pcraturan
Perundang-Undangan.
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Tndonesia  yaLng  majemuk  dengan   tetap   menjaga  prinsip   Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

d)  Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan  adalah  bahwa  setiap  Ma.teri  Muatan  Peraturan
PerundanLundangan   haLrus   mencerminkan   musyawarah   untuk
mencapai mufckat dalam setiap pengambilan keputusan.

e)   Kehusantaraan.    i
Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

!   Perundangundangan     senantiasa     memperhatikan     kepentingan,

seluruh    wikyah    Indonesia    dan    Materi    Muatan    Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan baedan dari
sistem  hukum  nasional  yang berdasarkan  Pancasila dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

0   Bhineka tunggal ika.
Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,
agama,  8uku  dan goLongan,  kndisi  khusus daerah  serta  budaya
dalam kehidupan bemasyarakat, berbarigsa, dan bemegara..

g)   Keadilan.
Asa.s   keadilan   a.dalah   bahwa   setiap   Materi   Mtiatal   Perattirari
Perundang-undangan     harus     mencerininkan     keadilan     secara

proporsional bagi setiap warga. negara.

±, h)  Kesanaan kedudukan dalam hbkum dan pemerintarian;    ,
I  Asas kesamaan kedudukan dalan hukum dan pemerintahan adaJah

bahwa setiap Mat6ri Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh  memuat  hal  yang  hersifat  membedakan  berdasarkan  tatar
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belakang,  antara  lain,  agama,  suku  ras,  golongan,  gender,  atau
status sosial.

i)   Ketertiban dan kepastian hukum;
Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan  harus dapat inewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j)   Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Asas  ke`seimbangan,   kesei.asian,   dan  keselarasan  adalah  bahwa
setiap    Materi    Mu,`atan    Peraturan    Perundang-.undangan    harus
mencerminkan keseinbangan, keserasian, dan kesefa].asan7 antara
kepentingan  individu,  masyarakat  dan  kepentingan  bangsa  dan
negara.

C. Kajinn Prahitlk Empiris
Praktik empiris, merupakan sarana pendukung dalam penentuan

noma-norma yang akan disusun dalam  naskah akadend< dimaksud.
'` Pralhak  Bmpiris pada dasarnya merupakan  landasan yang digunakan

sebagal  dasar  penenfuan  arali  pengaturan  yang  nantinya  termaktub
dalam    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Mimika    tentang    Subsidi
Transportasi Wilayah Pesisir dan Pegunungan.

1.  Transpotasl dl Kabupaten Mlmlka
Keberadaan   ThmikaL   sebagai   ibu   Kota   Kabupaten   Mimika

memiliki  peran  strateds  kaiena  merupakan  simpul  konektivitas
urituk menjangkau daerah-daerah la]in.  Kita ke Kabupaten lain pun
harus melalui Timika.  Lebih banyak mereka transit di Timika. ,Jadi
memang Thmika punya poteiisi besar untuk menjangkau ke daerah-
daerah lain.
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Dukungan untuk kelancaran distribusi loSstik dan an8kutan

penumpang  di  Papua,  khususnya  di  KaLbupaten  Mimika,  tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangha Menengah Daerah Kabupaten
Mimika   Tahun   2020-2024.   Pada   nisi   ketiga   bertujuan   ufltuk
mewujudhan   pemerataan   pembangunan   pelayanan   dasar   dan
infrastruktur di wila.yah  pedalaman  dan  pesisir.  Untuk itu  strategi
dan  arahan  kebijakan  pembangunan  daerah  yang  direncanakan
adalah mengutamakan pemerataan dan percepatan penyediaan dan

pembangunan  infrastruktur  dasar  dan  konektivita§  perhubungan
wilayah.  Pemerinta  Daerah  Kabupaten  Mimika  telah  menyediakan
sarana dan prasarana yang dapa.t mendukung program pelnerintah

pusat,   salah   sachnya   substdl   pcrintis   setiap   tahun.   1)erupa
bantuan transportasi masyarakat.

(

Mengingat  topografi  Kabupaten  Minika  yang  terdiri  daerah

pegunungan  dan  daerah  pesisir,  serta  tidak  semua  wilayah  bisa
`  dilalui dengan moda darat. Sehingga sangat dibutuhkan sarana dan

prasarana  transportasi  yang  bertu].uar  mengurangi  ketimpangan
pembangunan,   disparifas   hargag    dan   m6mhaka   kerfusolasian
daerah.  Pemerintah memang tengah memberikan perhatian khusus
untuk penyediaan sarana dan prasana transportasi guna membuka
keterisolasian daerah tersebut.  Penyediaan  pesawat grand carat;art,
helikopter, serta kapal LCT juga disediakan untuk dapat menjan8kau
daerah-daerah     terpencil,     baik   `  di     daerah     pesisir     maupun

begunungan.  Prasarana  pendukJng  pun  turut  disediakan  berupa
lapangan terbang, derrmga rakyat, den pelabuhan rakyat.

Salah  satu  wilayah  yang  menjadi  simpul  distribust  loristik
melalui Tol  Taut di  Papua ialah Timika,  Kabupaten  Mimika.  Posisi
Thmika sangat stratetls sebagai tempat transit barang-barang logistik
Tol Iraut untuk selanjutnya.didistribusikan ke beberapa kabupaten
di pegunungan Papua yang memiiiki akses terbatas.
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Pemerintah  turut  melaksanakan  pelayanan  publik  angkutan
laut penumpang perintis bersubsidi untuk mernastikan ketersediaan
konektivitas      antar     dacrah.      Kehadiran      an9kutan      perintis
berkontribusi      positif     terhadap      penin8hatan      kesejchteraan
masyarakat di daerah pedalaman. Adanya angkutan perintis,  selain
membuka  keterisolasian,  juga  membuka  arus  perdagangan  yang
diharapkan manpu mendorong perekonomian daerah.  Hal tersebut
selaras  dengan  tujuan  dan  sasaran  penyelenggaraan  pelayanan

publik an8lmtan laut perintis, yaltu untuk menghubungkan daerah
3TP.

Di  Kabupaten   Minika,  khususnya  di   Pelabuhan  Pomako,
sektor penyeberangan perintis terus mengalami perkembangan.  Hal
ini  diikuti  dengan  pembangunan  infrastmktur  di  daerah-daerah

pedalaman.    Kebera.daan    angkutan    perintis    bersubsidi    dapat
dirmnfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup,
baik   kebutuhan    pokok   penting,    basil    produksi   Usaha   Kecil
Menengah    (UKM),    hasil    pertanian,    hasfl    perkebunan,    hasil

perikanan,  hasil  perindustrian,  dan  hasil  pertambangan_.  Melalui
pdnyelenggaraan   angkutan  jalan   perintis   ini,   diharapkan   dapat
mengembangkan  potensi  perekonomian  di  wilayah  Papua,  sebagal

pen.o]iubung    wilayah,    pehunjang,    pendorong    dan    penggerak
pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.   A

Untuk transportasi darat, keberadaan bus keperintisan sangat

penting  dan  diharapkan  oleh  masyarakat,  khususnya  di  daerah
',

pedalanan yang belum teriangkau sarana transpQrtasi publik secara
optimal.   DAMRI   salaku   operatoi`  bus  keperintisan   di   Kabupaten
Mimika menyebutkan,  terdapat 6  trayek yang dilayani rutin oleh 7
bus.   Sementara  untuk  komersil,   terdapat  4  bus  yang  melayani
karyawan Freeport ke Kuala Kencana dari pukul 5 pagi dan dijemput

pada  pukul  5  sore.  Adapun  6  trayek perintis yang  dilayani  DAMRI

44



u

•-n

`[

I

I

I
I

antara. lain,  Timi'ka - Kali Kamora, Timika - Iwaka,  Timika - SP-VI,

Timika - Mioko, Timika - Pigato, dan Timika - Ayuka.
Permintaan  tei`hadap  armada  bus  ini  sangat  tinggi,  hal  ini

tidak   diikuti   dengan   kermmpi'.an   memhayar   yang   tinggi   pch`f
Sehingga   berdampak   pada   pendapatan   DAMRl    sendiri.    Meski
demikian, kesadaran akan pentingnya kehadiran bus perintis DAMRI
untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  Kabupaten  Mimika,
operasional bus ini tetap teru8 berialan. Ke depan akan ada rencana

pengembangan  trayek  ke  SP-VII.   Bus  perintis  ini  nantinya  akan
memilild volume penumpang sebanyak 19 orang.

Penerintah diharaplrm dapat membelikan bantuan tanbahan
`       bus perintis di  Kabupaten  Mirl}ika.  Mengingat kebutuhan  mobilitas

masyarakat  di  sana  sangat  tinggi,  sehingga  armada  bus  perintis

perlu  ditambah  dan  mendapat  perbalkan  akan  kerusahan  armada
demi kenyamanan dan keselamatan penumpang DAMRI.

Bidang     tranportasi     udara,     Program     Jembatan     Udara
merupakan pelaksanaan angkutan udara kargo dari satu bandara ke
bandana, lainnya dan/ainu deri bandana ke bandana di daerah 3TP.
Program ini pun menjadi salah satu perwujudan program Nawacita
ke-3,     yaitu     membangun     Indonesia     dari     pinggivan     dengan
memperkuat   daerah-daerah   dan   desa   dalam   kerangka   negara
kesatuan.

Papua dan Papui Bar.at terpiLih menjadi p#ot project Program
` Jembatan   Udara.    Kemeterian   Perhubungan   melalui   Direktor;t

Jenderal  Hubungan  Udara  in;nginisjasi  Program  Jembatan  Udara
untuk daerah terluar di Timika lbu Kota Kabupaten Mimika, Pa.pua;
Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua) dan Wanena (Ibu Kota

I Kabupaten Jayawijaya, Papua).
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Jembatan   Udara  ini  adalah  satu   inisiatif  yang  baru  kita
lakukan.  RIta  lihat disparitas  itu  teljadi  di  baedan  Indonesia Barat
dan  Timur,  tetapi  disparitas  yang  paling  signifikan  itu  teljadi  di
daerah  pinggiran,  ketingdran, dan  batas-bates  negera yang hanya
dapat    dijangkau     dengan     pesawat    udara.     0leh     karenanya
Kementerian   Perhubungan  menginisiasi  Jembatan  Udara.   Untuk

p{fotproject kita lakukan dari Tinika, Dekai, daLn Wamena.
Program  Jembatan  Udara  terdiri  dari  an8kutan  perintis  dan

kargo, yang melayani penerbangan dari Kabupaten Mimika menuju
wilayah  distrik  di  sekitar  Papua.  Penerbangan  perdana  dilakukan
untuk  dua   rute  yaltu   Timika-Wamena   den   Tinika-Dekal   pada
November 2017.  Dalam pelcksanaannya,  Program Jembatan Udara
melayani penerbangan perintis penumpang, udara kargo, dan kargo

perintis.   Perintis   kargo   merupakan   layanan   distribusi   langsung
menuju   distrik,    sehingga   tidak   dipungut   biaya   sepeser   pun.
Sedangkan kargo udara hanya melayani distribusi salnpai Wamena,
sehirigga hen.ya mendapatkan subsidi sebanyak 50°/o.

Adapun  pesawat yang mengakomodir  layarrari  tersebut yaltu
PT Smart Cakrawala Airvision  untuk perintis penumpang,  Susi Air
untuk  penumpang  dan  kargo  perintis,  Asian  One  khusus  kargo

perintis,  dan  Tirigana Air untuk  udara  kargo.  Jenis  pesawat yang
digunakan  untuk  distribusi,   dibagi  kembali  menjadi  dua  paket.
baket  pertama  yaitu   lokasi  bandara  yang  bisa  didarati  dengan

{       pesaivat  besar  seperti  di  wiamena.  Sedangkan  paket  kedua  yaltu

loki3ibandarayanghanyabisadidaratiolehpecawatkecfl-7sepertitdi
t

Jira yang hanya memilild rzAnzuap/ sepanjang 500 meter.

Sesual  KepTtusan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara
Nomor  KP  270  Tahun   2019   tentang  Rute  dan   Penyelenggaraan
Angkutan Udara P;rilitis Untuk' Penumpang Serta Penyelenggara dan
I.okasi Subsidi An8kutan Bahan Bakar Minyck (bBM) Pesawat Udara

i
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Untuk   Keedatan   An8kutan   Udara   Perintis    Penumpang   Tahun
Anggaran  2020,  dan  Keputusan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan
Udara Nomor KP 272 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggaraan
Angkutan Udara Perintis kargo dan Subsidi Angkutap Udara` Kargo
Serta  Penyelenggara  dan  Isokasi  Subsidi  Angkutan  Bahan  Bakar
Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Angkutan Udara Perintis KaLrgo,

Sebagai  Pelakeanaan  Progr.ani  Jembatan  Udara  Tahun  Anggaran
2020,  bahwa  Korvvil  Tiniika  menyelenggarakan  Subsidi  Angkutan

Udara  Perintis  Balk  Periliti8  penumpang  maupun  kargo,   untuk
Subsidi Angkutan Udara Perintis penumpang berjumlah 26 rute dan
Subsidi   Perinds   Kargo   beriumlah   7   (tujuh}   ruts   dan   ditambah
dengan Subsidi Angkutan Udara Kargo ya]ig beriumlah 1 {satu) rute.
a. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Penumpang; antara lain:

1.      Thrnika--Beoga;

2.     Thmika-Aldmuga;

3.     Timika-Potowalburu;
4.     Thika-Bilogal;   .
5.    Tinha-Ilaga;
6.     Timika-Kepi;

7.     Thmika-Kenyam;

8.    Tinha-sinak;
9.      Thrulka-Ewei.;

10.   Timika -Wachete;

11.   Timika-Moananani;
1-2.   Tiniha -Enar®tan;
13.   Timika-Kokonao;

14.  Thnha-Jila;
15.  Tinha-Jita;
16.   Timflca -Tsinga;

17.   Timika-Alama;
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18.   Timika-Paro;

19.   Timika -Wangbe;

20.   Timika-Kflmit;

21.   Timiha-Kapiraya;

22.   Timika-Duma;
23.   Timika -Agadugume;
24.   Tinha-Bina;
25.  Tinha -Doufo;
26.   'nmika -Arwanop.

b. Rute Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo, antara lain:
1.  Timika -Beo?a;

2.  Timika -Ilaga;

3,  Timika -Sinak;
4,  Tinika -Kenyam;

I   5.  Timika-Jila;

6.  Timika -Alama;
7.  Thmika -Arvanop.

c.  Rute Subsidi Angkutan Udara Kargo, antara lain:
1 . Thnika - Wamena.

2.  Kependudukan dan Perekonlminn Kabupaten Mlmlka
Secara  umum,  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Mimika  di

tahun    2021    mengalami    peningkatan    yang    cukup    signifikan
dibandingkan dengan hasu sensus  penduduk di tahun  2010.  Hasil
densus penduduk pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk
Kabupaten  Mimika  sebanyak  316.295  jiwa.  Selama  periode  2010

hingga   2020,   laju   pertumbuhan   penduduk   Kabupaten   Mimika
sebesar 70,02 persen. Sedan8lrm di tahun 2020, jumlah penduduk
Kapupaten   Mimika   sebanyak   311.969  jiwa.   Pada   Taliun   2020,

I
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persebaran  penduduk  di  Kabupaten  Mimika  didominasi  di  Distrik
Mimika  Baru   sebanyck  45,81   persen   dari  total  penduduk.   Jika
dibandingkari   menurut   kelompok   umur,   penduduk   Kabupaten
Minrika  didominasi  oleh  penduduk  usia  produ]ctif  (15  -  64  tahun)

sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51  km2,

kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar  14 -  15 jiwa per
km2.27

Nilai   Produk   Domestik   Regional   Bruto   (PDRB)   Kabupaten

Mimika     selama     periode     2019-2023     terus     menin8kat     dan

pertulnbuhan  ekonomj  yang  cenderung  menunjukan  arah  positif.
Nilai  PDRB  Kabupaten  Mimika  (adh  Berlaku)  tahun  2023  PDRB

Kabupaten Mimika sebesar 126,87 triliun rupiah meninglcat sebesar
7,90 person dari tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut dipengamhi
oleh  adanya perubahan  harga dan juga  perubahan volume.  Selain
dinihi atas dasar harga (adh) Berlaku,  PDRB menurut pengeluaran

juga dinilal adh Konstan 2010 atan adh berbagai produk yang dinilal
dengan harga pada tahun  2010.  Melalui pendekatan penghitungan
adh  konstan,  PDRB  di\  masing-  masing  tahun  dapat  memberikan

gambaran  tentang  perubahan  PDRB  secara  volume  atau  secara
kuantitas   saja   (tanpa   ada   pengaruh   perubahan   harga).   PDRB
komponen  pengeluaran  adh  Konstan  menggambarkan  perubahan
atau pertumbuhan ekonomi Secara riil, utananya berkaitan dengan

peningkatan  volume  konsumsi  ckhir.  Selama  kurun  walrfu  2019-
2023, ganbaran tentang perkembangari ekonomi Kabupaten Mimika
berdaaarkan  PDRI; edh  Konstan+  Saim  rialny&  dengan  PDRB  edh
Berlaku,  seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan

juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.28

27 Kabu!paten Mlwi:ka Dahati\ An:gka 2024D , Bedaac Pusa+. Ssedstik Kabupaten REmika.
Mindkakab.Bps.Go.Id.
28 Produk Domestik Regional Brute Kabupaten Menurut Pengeluaran 2024.", Badan Pusat
Statistik Kabupaten Mimilra. Adr.ndkakab.Jars. Go.dr
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3.  Perkembangan Tranaportasl Mlmlka
a)  Perkembangan Transportasl Laut

1)  Ams Penump`ang

lraju perkembangan jumlah penumpang ti.ansportasi laut pada
Pelabuhan     Pomcko     selama     Juli     2024     menunjukkan

penurunan  pada  j,umlah   penumpang  berangkat  dan  pnda
jumlah  penumpang  datang  dibandingkan  bulan  sebelumnya.
Adapun  perkembangan  penumpang  berangkat  menggunakan
angkutan laut selama Juu 2024 dirangkum dalan Tabel 2.1  di

'    bawah ini. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan

angkutan  laut dalam negeri  di  Pelabuhan  Pomako  pada Juli
•     2024 tercatat sebanyak 2.074 orang atau turun sebesar 24,50

persen  disbanding  Juni  2024  yang  sebanyak  2.747  orang.
Secara kumLilatif jumlah einbarkasi penumpang ang]flitan laut
selama   .Januari-Juli   2024    mencapai    15.702    orang   atau
menin8kat   8ebesar   3,58L  persen   bfla   dibandingkan   dengan

periede  yang  sama  pnda  tahun  2023  yang  sebanyak  15.160
Orang.29

Tabel 2.1 Perkembangan Penurnpang Berangkat dan Datang An8lmtan Laut
Dalam Negeri Pelabuhan Pomako, Juli 2024

29 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, Bcrita Resmi Stastitik No. 04/07/94/Th.
XXYII, 2 September 2024 aPerkembangan ThsrT`sportasi Mimika Juli 2024®.
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Jumlah    penumpang    yang    datang    dengan    menggunakan
angkutan  laui  dalam  negeri  di  Pelabuhan  Pomako  pada  Juli
2024  tercatat  sebanyak  3.108  orang  atau  turun  sebesar  0,51

persen   bila  dibandin8han  Juni   2024   yang   sebanyak  3.124
orang. Dibandinor periode Januari-Jut 2023 , am§ debarkasi

penumpang peda periede Januari-Juli  2024  rrlenurun  sebesar
20,71    persen    dari    23.233    orang    menjadi    18`.42-2    orang.

Sementara   itu,   jumlah   data   penumpang   datang   maupun

penumpang berangkat di Pelabuhan Amamapare belum tersedia
dikarenakan    di    pelabuhan    tersebut    belum    menyediakan
angkutan penumpang.

2}  Arus Bongkar-Muat Barang
Volume barang yang di`muat pada Juli 2024  tercat&t sebesar
25.668  ton  atau   naik  sebesai   12,06  persen  dibandin8kan
bulan  sebelumnya yang  sebesar  22.906  ton.  Di  Pelabuhan
Amamapare,  volume  muat  barang  pada  Juu  2024  tercatat
sebesar    8.035    ton    atau    naik    sebesar    65,13     persen
dibandingkan Juni  2024 yang  sebesar  4.866  ton,  sedangkan
volume  muat  barang  pada  Jufi  2024  di  Pelabuhan  Pomako
sebesar    17.633    ton    atau    turun    sebesar    2,26    persen
dibandin8kan  Juni  2024  yang  sebesar   18.040  ton.   Secara
kumulatif, Vdlume barang yang dimuat pada Tanuari-Juli 202.4
di    kedua    belabuhan    sebesar    479.216    ton,    mengalani

penurunan  sebesar  22,20  person  bila  dibandin8lrm  dengrn
Januari-Juli 2023 yang-sebesar 615.988 ton,. Dilihat menurut

pelabuhan,  volume  barahf  secara  kumulatif yang  dimuat  di
Pelabuhan   linamapare   turun    29,07   persen.    Sedan8kan
volume  muat  kumulatif  di  Pelabuhan  Pomako  naik  sebesar
20,77 person.
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Tabel 2.2 Perkembangan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri
Pelabuhan Amanapare dan Pelabuhan Pomako, Jufi 2.024

Selanjutnya,   berdasarkan   Tabel   2.3,   volume   barang   yang
dibongiv  pa.da  Juli   2024   s3besar   109.910   ton   atau   naik
sebesar 24,20 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar
88.496 t.on. Di Pelabuhan Amanapare, volume bonBkar barang

pada Juli  2024  t.ercatat  sebesar  45.714  ton  atau  nark  sebesar
68,54 persen dibandin8kan Juni 2024 yang sebesar 27.124 ton,
sedam8kan   di   Peharman   Pomcko   voharie   bongkar   baran'g
tercatat  sebesar  64.196  ton  atau  naik  sebesar  4,60  person
dibandingkan Juni 20-24 yang sebesar 61 `372 ton.

Tabel 2.3 Perkembangan Bongkai-Barang Angkutan I,aut Dalam Negeri
Pelabuhan Amamapare dan Pelabuhan Pomako, Juli 2024


